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PEREUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERUSAHAAN PERSERCAN (PERSERD)
PT SEMEN INDONESIA Thk

atau disingkat

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Thk

= MNomor 23.

Pada hari 1ni, Jumat, tanggal delapan Mei ribu
;dua puluh enam (8-5-2026), pukul 11.00 WIB
sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan
dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarijana Hukum,
Notarie di Kota Administrasi Jakarta Selatan,
penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan
.

dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut

dalam akhir akta ini. ——

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana

tersebut terlebih dahulu menerangkan:


Zanetta.Prasetya
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e —

- bahwa pada hari Jumat, tanggal B (delapan] Mei
2026 (dua ribu dua puluh enam), bertempat di
Signature Lounge PT Semen Indonesia (Perserco) ——-
Thbk, The East Tower Lantai 18, Jalan Doktor lde
Anak Agung Gde Agung Nemor 1, Jakarta Selatan,
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dari PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN —-—-
INDONESIA Tbk atau disingkat PT SEMEN INDONESIA
{PERSERO) Tbk, suatu perseroan terbatas yang
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang -
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota -
Jakarta dan beralamat di Scuth Quarter Tower A ——
Lantail 19%-20, Jalan R.A. Kartini Kaveling 8, ———-
Cilandak, Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dwua .
puluh empat) Oktober 1969 (seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan) Nomor 81, dibuat di hadapan
JULIAAN NIMROD SIREGARE GELAR MANGARADJA NAMORA, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ———
mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia sesual dengan Surat Keputusan tanggal
18 (delapan belas) Nopember 1969 (seribu sembilan
ratus enam puluh sembilan) Nomor J.A.5/123/5 dan
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik —— -
Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) Nopember
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan)
Nomor 95, Tambahan Nemor 255 —— —— ———
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali

mengalami P‘Emahm dan P'Eruhahﬂn seluruh -
e —
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e ———

anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-_
undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Persercan Terbatas, sebagaimana dimuat __
dalam akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 2008
(dua ribu delapan) Nomor 92, dibuat di hadapan
INDAH FATMAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu —_
pengganti dari Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —-
surat Keputusan tanggal 3 (tiga) Juli 2008 (dua .
YIRS SRlADED] TIOIMOL e o e s it i i o
AHU-38022 AH.01.02.Tahun 2008; —____ A
- perubaban anggaran dasar selanjutnya e b
sebagaimana dimuat dalam:———— AT e
- akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2009 (dua ribu —--
sembilan]) Nomor 14, dibuat di hadapan Notaris _
Nyocnya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum
tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan —_ __
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik —___
Indonesia sesual dengan Surat Keputusan tanggal -
12 (dua belas} Agustus 2009 (dua ribu sembilan) -
Nomor AHU-38889.AH.01.02.Tahun 2009 dan - —eee
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum ——____
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Agustus 2009

| (dua ribu sembilan] Nomor AHU-AH.01.10-13374; . .
| {28 3



ST
- akta tanggal 2 (dua) Juli 2010 (dua ribu —-

sepuluh) Nomor 01, dibuat di hadapan Notaris —-—-
Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum -
tersebut, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum —-—
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal € (enam) Agustus 2010 (dua ribu
sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-20157; —(——
- akta tanggal 20 (dua puluh) Desember 2012 (dua
ribu dua belas) Nomor 115, dibuat di hadapan HANA
TRESHA WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di —— .
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ———-
Indonesia sesual dengan Surat Keputusan tanggal
21 (dua puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua
belas) Nomor AHU-6€5671.AH.01.02.Tahun 2012 dan ——
Surat Keputusan tanggal 27 (dua puluh tujuh)
Desember 2012 (dua ribu dua belas) Nomor—— .
AHU-66304 .AH.01.02.Tahun 2012, serta penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam database Sistem - _
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan —-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 -
' (dua puluh delapan) Desember 2012 (dua ribu dua
belas) Nomor AHU-AH.01.10-48125%;-
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) April 2015 (dua
ribu lima kelas) Nomor 70, dibuat di hadapan

| LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di - ———-
-__---""—-—-
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e ——

Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Fementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - _
tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2015 (dua ribu
lima belas) Nomcr AHU-AH.01.03-0926917;- -
- akta tanggal 26 (dua puluh enam) April 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor €9, dibuat di —
hadapan Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan tersebut, yang telah —
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak - -
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —-
Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat) Mei
2017 {(dua ribu tujuh belas) Nomor ——
AHU-0011328.AH.01.02.TAHUN 2017 dan penerimaan ——
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh
empat) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor

N B Bl N B B b B L iy Y O S S S
- akta tanggal 13 (tiga belas) Oktober 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor €1, dibuat di hadapan
Motaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan --—-
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu ———-

tujuh belas) Nomor AHU-0023462.AH.01.02.TAHUN .. -

-



e

2017 dan penerimaan pemberitahuan perubsdhan -
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tanggal 9 (sembilan) November 2017 (dua ribu ———-
tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0189373;-

- akta tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 110, dibuat di hadapan
Notarig LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan tersebut, yang penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ———
Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) Juni
2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ————
AHU-AH.01.03-0213634; e
- akta tanggal 13 (tiga belas) Juni 2019 (dua ———
ribu sembilan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan
Notaris LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenctariatan tersebut, yang telah mendapatkan
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan
tanggal 9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan
belas) Nomor AHU-0035582.AH.01.02.TAHUN 2015 dan
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ———-—
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal

9 (sembilan) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas)
gy
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Nomor AHU-AH.01.03-0295349; IR A
- akta saya, Notaris tanggal 27 (dua puluh tujuh)
April 2021 (duva ribu dua puluh satu) Nomor 59,
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Mei
2021 (dua ribu dua puluh satu} Nomor
AHU-D0292481.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan —_
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia tanggal 20 {(dua puluh)
Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor ———— . .
AHU-AH.01.03-0314956, serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 (tiga)
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor
71 Tambahan Nomor 27697 ) e - - .
- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu)
Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 42,
yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
14 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) -
Nomor AHU-AH.01.03-0002716 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8
(delapan) Februari 2022 (dua ribu dua puluh tiga)
Nomor 11, Tambahan Nomor 5488; - e i i S

- akta saya, Notaris tanggal 12 (dua belas) ———_.

--_--_"'—-.



 oomaae
Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 28,

yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ———
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
20 (dua puluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh -
tiga) Nomor AHU-AH.01,03-0009341 dan telah —————
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 3 (tiga) Februari 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) MNomor 10, Tambahan Nomor 379%9%; — .
- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas)
April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 38, ——
vang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan Surat Keputusan tanggal B (delapan) Mei
2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor
AHU-0025239.AH.01.02.TAHUN 2023 dan penerimaan ——
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah —
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi —— .
Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ——
AHU-AH.01.03-0060717, serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 (dua
belas) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -
38, Tambaban Momor 138%; ———
- akta saya, Notaris tanggal 3 (tiga) Mei 2024 —

(dua ribu dua puluh empat) Nomor 7, yang .

| penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ——---
T ——
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AULIA TAUFAN), § M. dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam —— __
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dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
22 (dua puluh dua) Mei 2024 (dua ribu dua puluh —
empat) Nomor AHU-AH.01.03-0117988, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2024 (dua ribu -
dua puluh empat) Nomor 44, Tambahan Nomor 15916;:_
- perubahan seluruh anggaran dasar terakhir
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris
tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2025 (dua .-
ribu dua puluh lima)} Nomor 73, yang telah ————_
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik
Indonesia sesual dengan Surat Keputusan Nomor
AHU-00029459 . AH.01.02.TAHUN 2026 dan penerimaan ——
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia
Nomor AHU-AH.01.03-0017354, keduanya tanggal 21 -
(dua puluh satu) Januari 2026 (dua ribu dua puluh
enam) ; e o e e e e T i
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ——
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya,
Notaris tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2025 {(dua
ribu dua puluh lima) Nomor 100, yang penerimaan
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima -
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan ——
Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia ———— .

tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2025 (dua ribu dua
e —




e
puluh lima} Nomor AHU-AH.01.09-02989%46; ——eee——o

(untuk selanjutnys disebut “Persercan”). —————
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris
sangagal hari ini Nomor 22 ————————— e e ——————
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; ——
- bahwa untuk penyelenggaraan Rapat sasual dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -
termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi
Persercan telah melakukan hak-hak sebagai —(—————

berikut: : S

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas —
Jasa Keuangan tanggal 25 (dua puluh lima)
Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam);

2. Pengumuman Rapat, tanggal 1 (satu) April 2026

(dua ribu dua puluh enam) yvang dimuat dalam -

situs web Pergercan, Bursa Efek, dan PT — -

Kustodian Sentral Efek Indonesia; serta— -

| 3. Pemanggilan Rapat tanggal 16 (enam belas)
April 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang - -

dimuat dalam situs web Persercan, Bursa Efek,

'dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. ———-
- Bahwa dalam Rapat tersebut telah — e .
dihadiri/diwakili oleh sejumlah 5.271.940.098 _ .
(lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta
sembilan ratus empat puluh ribu sembilan puluh
delapan) saham termasuk saham Seri A Dwiwarna — - -
atau sebesar 78,2704% (tujuh puluh delapan koma -

dua tujuh nel empat persen) dari jumlah saham ——-
I---_------'-—---.
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e —

yvang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai ————
dengan tanggal Rapat, yaitu sebesar 6.751.540.08¢
{enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta
lima ratus empat puluh ribu delapan puluh .
sembilan) saham, termasuk saham Seri A Dwiwarna -
serta dan termasuk di dalamnya saham treasuri —
yalitu sebanyak 15.996.000 (lima belas juta
gsembilan ratus sembilan puluh enam ribu), dengan -
nilai nominal masing-masing saham sebesar —————_.
Rpl00,00 ({seratus Rupiah), sehingga dengan —
demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25
ayat (6) Anggaran Dasar Perserpan, Rapat tersebut
adalah sah susunannya dan berhak mengambil — . _
keputusan-keputuszan yang sah mengenai segala hal
yvang dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda
RARART e P ——

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Persercan
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk ——
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu -
akta"Notarie, ——— . oo e o
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa -
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa .
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan -
antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Persercan
sehubungan dengan reklasifikasi saham -
Persercan, yaltu perubahan Saham Seri B -

sejumlah 34.570.229 (tiga puluh empat juta —-—
S

1l



-'—-—_--_-_._
lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua

puluh sembilan) saham milik Negara Republik -
Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri
A Dwiwarna, dan termasuk penyesuaian kembali
pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka - ——
pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 -
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara.

|2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal
|Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan - —.
dengan keputusan butir 1 diatas., —— v

Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka —————

seluruh anggaran dasar Perseroan dinyatakan ——-—-

kembali, sehingga untuk selanjutnya menjadi

berbunyi berikut

——————NaMA DAN TEMPAT KEDUDUEKAN —

_____ - SRR CI W RCRER Y. - [ 1 - |-l Sl [ TE NP LR ST ER S L T

(1) Persercan Terbatas ini bernama PERUSAHARN ——-

PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN INDONESIA Tbk —-
atau disingkat PT SEMEN INDONESIA (PERSERO)
Tbk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini -
cukup disebut dengan "Persercan",
berkedudukan dan berkantor pusat di Kota —— -
Jakarta Selatan, ————— e e e
(2) Persercan dapat membuka kantor cabang —— -
dan/atau kantor perwakilan di tempat lain, ——
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik

Indoneslia dengan Ketentuan terlebih dahulu -
T —

12
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mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk

pembukaan kantor cabang atau kantor - __

perwakilan di luar wilayah Republik ————_ ___

BBy e g 1 B TS e R S SR S eyt
e =) RNVGERA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

___________________ Pasal 2 ——— - N
Persercan ini mulai berdiri sejak tanggal 24 (dua
puluh empat) Oktcber 1969 (seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan) dan mempercleh status badan
hukum sejak tanggal 18 (delapan belas) Nopember -
1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan)
serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak

bR Al e e

--—MAKSUD, TOUOJUAN DAN KEGIATAN USAHA

(1) Maksud dan tujuan Persercan ini adalah - _
melakukan usaha di bidang————————————__ i
a. Industri Pengclahan;-—— - g

b. Pertambangan dan Penggalian;

¢. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi —-

lﬁan Perawatan Mcbil dan Sepeda Motor;.-—-
d. EKongtruksi, - . B
e. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan

|Udara B s s e S e

f. Treatment Air, Treatment Air Limbah, ——-
Treatment dan Femulihan Material Sampah,

dan Aktivitas Remediasi;- - - .

g.: Real Bstabt; —m8o— o e s

Pengangkutan dan Pergudangan; - ———

13



..n——-_'_-_._
i. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;

j. Informasi dan Komunikasi; - ———————-

k. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;

1. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha -
Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen ———.
Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;

m. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas

n. EKesenian, Hiburan dan Rekreasi;-————-
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya ——
yang dimiliki Persercan untuk menghasilkan —-
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar

keuntungan guna meningkatkan nilai Perserocan

dengan menerapkan prinsip Perzeroan Terbatas.-
{2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas, Perserocan dapat melaksanakan usaha —

utama sebagai berikut: ——— -

a. Industri Pengolahan, termasuk namun tidak
tarhatag padas - = oo oo oo oo o
1} Industri Semen;

2) Industri Barang dari Semen dan Kapur -

untuk Konstruksi; s e e

3} Industri Mortar atau Beton Siap
-

4) Industri Barang dari Semen, Kapur, ——

Gips, dan Asbes Lainnya; ———— B R

5) Industri Bata, Mertar, Semen dan -

lffiffifnya yang Tahan Api;

14
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--'—'_'_-_-._

!b. Fertambangan dan Penggalian, termasuk

1)
2)
i)
4)

5)

E)

7)

g)

namun tidak terbatas pada:- - ——

Penggalian Batu Kapur/Gamping; —————
Penggalian Kerikil/sSirtuw;
Penggalian Tanah dan Tanah Liat;

Penggalian Gips; —— —_—

PENGORI1EN Tl ———————— e e

Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan

‘Eahan Pupuk Lainnya;-———————— o

Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa; ————-

Aktivitas Penunjang Pertambangan dan .

‘P&nggalian Lainnya; -

‘E+ Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi ——

1)

3)

4)

5)

dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor,

termasuk namun tidak terbatas pada:—————

Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata,
Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat,
Kapur, Semen atau Kaca;

Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir
AT PRy e e e
Perdagangan Besar Berbagaili Macam
Material Bangunan; -—-- .
Perdagangan Besar Atas Dasar Balas
Jasa (Fee) atau Kontrak; — ————
Perdagangan Besar Barang Bekas dan ——

Sisa-gisa Tak Terpakai (Scrap); ——— -

‘d. Aktivitas Profesiocnal, Ilmiah dan Teknis,

termasuk namun tidak terbatas pada —

pemberian j88a: ————————— - — .

15



-|—'__-.._-_.
1) Aktivitas Arsitektur; -

2] Aktivitas FKeinsinyuran dan Konsultasi

Teknis YBDI; e i

3} Jasa Pengujian Laboratorium;

4) Penelitian dan Pengembangan Teknologi
RN AR et i et e i g
5) Aktivitas FKonsultasi Manajemen ——— -
LAY e o

| 6) Aktivitas Konsultasi Bisnis dan -

Broker Bisnis: -
7) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan

Teknis Lainnya YL, ———— —

8) Aktivitas Konsultasi Komputer dan —-.

Manajemen Fasilitas Komputer Lainnva;
‘E. Aktivitas Keuangan dan Asuransi, termasuk

namun tidak terbatas pada:; - —————c .

1) Aktivitas Perusahaan Holding; ———— s
‘f. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan
Udara Dingin, termasuk namun tidak -
terbatas pada: SR PR
1} Pembangkitan Tenaga Listrik; ——— .

2} Distribusi Tenaga Listrik;

3} Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara -
‘Dingin: ______________ i
Ig. Treatment Air, Treatment Air Limbah,
Treatment dan Pemulihan Material Sampah,
dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun -
tidak terbatas pada:- - --.. s

1) Penampungan dan Penyaluran Air Baku;—

16
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e

| 2) Pengumpulan Air Limbah Tidak ——————

Berbahava; ——— .  __
3] Pengumpulan Air Limbah Berbahaya; -———
4) Treatment dan Pembuangan Air Limbah -
Tidak Berbahayva; ———— e

5) Treatment dan Pembuangan Air Limbah

Berbahavya; - MR L A

6] Treatment dan Pembuangan Limbah dan -
Sampah Tidak Berbahaya;--—-

7} Treatment dan Pembuangan Limbah

Berbahava. - B e L

(3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana —.__.

a.

dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Persercan -
dapat menjalankan kegiatan usaha —— -
penunjang/pendukung dalam rangka optimalisasi

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

Fertanian, Kehutanan dan Perikanan, —_—___
termasuk namun tidak terbatas pada:- - -
1) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada -

Hutan Produksi; — - __

2) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman ————

3} Usaha Pemungutan Kayu; ——
Real Estat, termasuk namun tidak terbatas

padadt ——— EeTECT—

1) Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau

‘Disewa;-m_n“m___________ v
|
2) Eawasan Industri; PRI Ay e

[j:h_ffiivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha —-

17



d. Kesenian,

e,

-.-—-—_-_-_-_.

Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen -.-
Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya,

termasuk namun tidak terbatas pada: ———

1) »Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna ...
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan ————
Peralatan Industri Pengolahan;

2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna
Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan ——
Peralatan Konstruksi dan Teknik —-—--

Sipil; -

Hiburan dan Rekreasi, termasuk -
namun tidak terbatas pada: -
1) Perpustakaan dan Arsip Swasta; -
2) Pasilitas Lapangan; - - e

1) FPagilitas Stadion; ——————

4) Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness ———

Center;

5} Pengelolaan Fasilitas Olahraga ——— -

Llainpyay -~ — .
Konstruksi, termasuk namun tidak terbatas
pada:

1} Instalasi Listrik. - . . .

2) Instalasi Mekanikal;—— 0 ——

18

1) Eonstruksi Gedung Hunian; LT

4} Konstruksi Gedung Perkantoran;

5] FKonstruksi Gedung Industri; ————————

6) FKonstruksi Gedung Perbelanjaan; -

7) HKonstruksi Gedung Kesehatan;
‘E} ¥onstruksi Gedung Pendidikan; ————— -
e
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9] Konstruksi Gedung Penginapan; ——————_
10} Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan
‘Glahraga; ———— e S—
11) Konstrukel Gedung Lainnya; —— ————e——
12) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan
’Farikanan; _________ e el o o P
|13} Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya ——_
‘TTDL; R S S
14) Penyiapan Lahan; — - __
‘f. Pengangkutan dan pergudangan, termasuk -
namun tidak terbatas pada: .

1} Pergudangan dan Penyimpanan; ———————__

2} Aktivitas Pengepakan; - ———
‘g. Informasi dan Komunikasi, termasuk namun
tidak terbatas pada: : =L
1) Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk

JIEperluan Sepdivi.

—————————— . Pagal 4 - - 0
(1) Modal dasar Persercan ini ditetapkan sebesar

Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) —
yang terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh -
miliar) lembar Saham, masing-masing Saham - -
dengan nilai nominal Rpl00,00 (seratus —

Fupiah}, vang texdiri dari s ——— .

a. 34.570.230 (tiga puluh empat juta lima

ratus tujuh puluh ribu dua ratus tiga - -

puluh) lembar Saham Seri A Dwiwarna, —__

masing-masing Saham dengan nilai nominal
—

18



i2)

Py ==
sebesar Rpl00,00 (seratus Rupiah) atau ——

seluruhnya dengan jumlah nilai nominal —-
sebesar Rp3.457.023.000,00 (tiga miliar

empat ratus lima puluh tujuh juta dua ---

puluh tiga ribu Rupiah), dan-——eeee——

b. 19,965.429.770 (sembilan belas miliar

sembilan ratus enam puluh lima juta empat
ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus
tujuh puluh) lembar Saham Seri B, masing--
masing Saham dengan nilai nominal sebesar
Rpl00,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya
dengan jumlah nilai nominal sebesar —— -
Rpl.996.542.977.000,00 (satu triliun

sembilan ratus sembilan puluh enam miliar

lima ratus empat puluh dua juta sembilan

ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah].
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan —
dan diambil bagian serta disetor sebanyak ———
33,76% (tiga puluh tiga keoma tujuh enmam —————
persen) atau 6.751.540.08% (enam miliar tujuh
ratus lima puluh satu juta lima ratus empat -
puluh ribu delapan puluh sembilan) lembar — -
Saham, dengan nilai nominal seluruhnya —————-
sebesar Rp675.154.008.500,00 (enam ratus ————
tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh
empat juta delapan ribu sembilan ratus —
Rupiah) vang terdiri darii————— oo .

a. 34.570.230 (tiga puluh empat juta lima ——-

lEEEHE‘fujuh puluh ribu dua ratus tiga
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(3)

(4)

_-—-—'_-._-
puluh) lembar Saham Seri A Dwiwarna, —-

masing-masing Saham dengan nilai nominal
sebegsar Rpl00,00 (seratus Rupiah) ———
sehingga keseluruhannya menjadi senilai _
Rp3.457.023.000,00 (tiga miliar empat

ratus lima puluh tujuh juta dua puluh —__

tiga ribu Rupiah}, dan- —— .

b. 6.716.969.859 (enam miliar tujuh ratus ——-

enam belas juta sembilan ratus enam puluh
sembilan ribu delapan ratus lima puluh ——
sembilan) lembar Saham Seri B, masing--——
masing Saham dengan nilai nominal sebesar
RplC0,00 (seratus Rupiah) sehingga -
keseluruhannya menjadi senilai

RpE71.696.985.800,00 {enam ratus tujuh -
puluh satu miliar enam ratus sembilan — -

puluh enam juta sembilan ratus delapan —-

puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah). —
100% (seratus persen) dari nilai nominal
setiap Saham yvang ditempatkan tersebut di ——-—
atas, atau seluruhnya berjumlah TP,
Rp675.154.008.900,00 [(enam ratus tujuh puluh
lima miliar seratus lima puluh empat juta -
delapan ribu sembilan ratus Rupiah) telah
diambil bagian dan diseter penuh oleh masing-
masing pemegang saham Perseroan.. EE
Dengan tetap memperhatikan ketentuvan -
perundang-undangan yang berlaku termasuk ———-—

peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran -
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atas Saham dapat dilakukan dalam bentuk uang

atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas Saham
dalam bentuk lain selain uang baik berupa -
benda berwujud maupun tidak berwujud wajib —-—

memenuhi ketentuan sebagai berikut: ———

a. benda yang akan dijadikan setoran modal —-
dimaksud wajib diumumkan kepada publik
pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang
Saham {(selanjutnya disebut “RUPS") ————--

mengenai penyetoran tersebut; .

b. benda yang dijadikan sebagai setoran - ——
modal wajib dinilai oleh Penilai yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan —————

(selanjutnya disebut “OJK") dan tidak

dijaminkan dengan cara apapun juga;-—————-

Iﬂ. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum

F

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat ——-

5 1 S USRS R T OSSR S S,

‘d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai .
|

' setoran modal dilakukan dalam bentuk
saham Persercan Terbatas yang melakukan
Penawaran Umum atau Perusahaan Publik —--

yang tercatat di Bursa Efek, maka

harganya harus ditetapkan berdasarkan

nilai pasar wajar;

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal — -

dari laba ditahan, agio saham, laba —————

bersgsih Perserocan, dan/atau unsur modal

sendiri, maka laba ditahan, agio saham, —
S
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dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan -
terakhir yang telah diperiksa cleh
Akuntan yang terdaftar di OJK dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian; - ————
f. dalam hal Persercan melakukan penambahan
modal dengan tidak memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya -.

disingkat “HMETD") harus memperoleh ————_

persetujuan RUPS; dan—
g. dalam hal penyetoran atas Saham berupa
hak tagih kepada Persercan yang —————
dikompensasikan sebagai setoran Saham,
hak tagih tersebut harus sudah dimuat — .

dalam laporan keuangan terakhir Persercan

yvang telah diaudit oleh Akuntan.- -
(5} Saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara ——
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan
cleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS. —
Terkait harga, RUPS dapat mendelegasikan
kewenangan penetapan harga kepada Dewan ————
Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang
termuat dalam Anggaran Dasar ini dan ————
peraturan perundang-undangan serta ketentuan .

yang berlaku di bidang Pasar Medal di -

Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu ————
-l_--_--'_"'-—-.
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T;:;;;ﬁ;engan harga di bawah pari, ——m8—————

‘HE} Setiap penambahan modal melalui pengeluaran -

a.

Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas -
adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham

atau Efek yang mengandung hak untuk ——
memperoleh Saham dari Percercan selaku —————
penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai

=7 B e R P S e e e S S S A

getiap penambahan modal melalui
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang
dilakukan dengan pemesanan, maka hal - .-
tersebut wajib dilakukan dengan ————e——-
memberikan HMETD kepada Pemegang Saham ——
yvang namanya terdaftar dalam Daftar ————-
Pemegang Saham Persercan pada tanggal — -
vang ditentukan RUPS yang menyetujuil
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam -
jumlah vang sebanding dengan jumlah Saham
vang telah terdaftar dalam Daftar —— ————-
Pemegang Saham Perseroan atas nama -
Pemegang Saham masing-masing pada tanggal
tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan
informasi rencana penambahan meodal dengan
memberikan HMETD kepada Pemegang Saham —-—
dimaksud dengan memperhatikan ketentuan
di bidang Pasar Modal,;,

tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan -

yang berlaku di bidang Pasar Modal, - ———-

pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa -
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dapat
Saham:
b, 1.

. 2.
5. |
P
o, .

b. 6.

b. 7

"—-—'_-_'--_-
memberikan HMETD kepada Pemegang Saham -

dilakukan dalam hal pengeluaran ———
ditujukan kepada pegawal Perserocan;
ditujukan kepada pemegang obligasi
atau Efek lain yang dapat
dikonversi menjadi Saham, yang -—--
telah dikeluarkan dengan ———eeeo
persetujuan RUES;

dilakukan dalam rangka reorganisasi
dan/atau restrukturisasi yang telah
digsetujui oleh RUPS; .
ditujukan khusus kepada Negara -
Republik Indeonesia selaku Pemegang
Saham Seri A Dwiwarnma; ——
dalam rangka perbaikan posisi - .
KAUBDNGATE § = e o s i s e i e
selain perbaikan posisi keuangan; -
b T Ty o
penerbitan Saham bonus yang ——
merupakan Dividen Saham sebagai -
hasil dari Saldo Laba yvang ———————.
dikapitalisasi menjadi medal; — .
dan/atau bukan merupakan Dividen
Saham sebagai hasil dari agio Saham
atau unsur ekuitas lainnya yang ——-

dikapitalisasi menjadi modal;-

¢. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan

lﬂfiizhjangka waktu sebagaimana ditetapkan
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--——-'-_-_-_-
dalam peraturan perundang-undangan serta -

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --
Modal di Indonesia;———— ——————————
d. efek bersifat ekuitas yang akan
dikeluarkan oleh Persercan dan tidak ————
diambil oleh pemegang HMETD harug ——— -
dialokasikan kepada semua Pemegang Saham
yang memesan tambahan Efek bersifat
ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah
Efek bersifat ekuitas yang dipesan
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas ——-
vang akan dikeluarkan, Efek bersifar ————
ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
dialokasikan sebanding dengan jumlah - - -
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-
masing Pemegang Saham yang memesan -
tambahan Efek bergifat ekuitas;
e. dalam hal masih terdapat sisa Efek
bersifat ekuitas yang tidak diambil
bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana ——
dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka —--
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek ——
bersifat ekuitas tersebut wajib .
dialokasikan kepada pihak tertentu yang -

bertindak sebagai pembeli siaga dengan ——

harga dan syarat yang sama;-—————————————

f. pelaksanaan pengeluaran Saham dalam ==

portepel untuk pemegang Efek yang dapat

ditukar dengan Saham atau Efek yang ————-
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EE—

| mengandung hak untuk mempercleh Saham, __
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan
RUPS Perserocan terdahulu yang telah S

menyetujui pengeluaran Efek tersebut;____

penambahan modal disetor menjadi efektif -
setelah terjadinya penyetoran, dan Saham
yang diterbitkan mempunyai hak yang sama
dengan Saham yang mempunyai klasifikasi —
yang sama yang diterbitkan oleh ——eeee
Perseroan, dengan tidak mengurangi ———— -
kewajiban Perserocan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Menteri yang —————
memiliki tugas dan tanggung jawabnya di -
bidang hukum atau penggantinya - AN

(selanjutnya disebut “Menteri®).——————r

(7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat

el .

dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. _ =
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka - -
perubahan modal dasar harus disetujui oleh ——

Menteri, dengan ketentuwan:-——————

penambahan modal dasar yang ——-
mengakibatkan modal ditempatkan dan modal
disetor menjadi kurang dari 25% (dua ————
puluh lima persen) dari modal dasar,
dapat dilakukan sepanjang: - -

a.l. telah memperoleh persetujuan RUPS

untuk menambah medal dasar; ———————_

a.2. telah mempercleh persetujuan

Menteri; ————— .
----___-'-'-—-.
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a.3. penambahan modal ditempatkan dan ———

disetor sehingga menjadi paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen)
wajib dilakukan dalam jangka waktu .
paling lambat &6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri;

dalam hal penambahan modal disetor
sebagaimana dimaksud dalam butir a.3
ayat ini tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka Persercan harus mengubah —————
kembali Anggaran Dasarnya, sehingga -
modal dasar dan modal disetor ———
memenuil ketentuan Undang Undang
tentang Persercan Terbatas
{selanjutnya disebut “UU PT"), dalam
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah .
jangka waktu dalam butir a.3 ayat

ini tidak terpemibl; — e

. persetujuan RUPS sebagaimana ———-————

dimaksud dalam butir a.l ayat ini ——
termasuk juga persetujuan untuk
mengubah Anggaran Dasar sebagaimana -

dimaksud dalam huruf b ayat ini -

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam ————

rangka penambahan modal dasar menjadi - -
efektif setelah terjadinya penyetoran ———
modal yang mengakibatkan besarnya modal -
disetor menjadi paling kurang 25% (dua

puluh lima persen) dari modal dasar dan -
“_-‘__----_
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|8}

(2)

{1)

TR

mempunyai hak yang sama dengan saham

lainnya vang diterbitkan oleh Perserocan -
dengan memperhatikan ketentuan dalam - _
Anggaran Dasar ini, dengan tidak Tore—
mengurangi kewajiban Perseroan untuk -
mengurus persetujuan perubahan Anggaran -

Dasar ini dari Menteri atas pelaksanaan -

penambahan modal disetor tersebut._
Setiap penambahan modal melalui pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari —
ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan
perundang-undangan khususnya peraturan ————-
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham
Persercan dicatatkan menentukan lain.-
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini
harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ———
Dwiwarna dan keputusan REUPS tersebut harus
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A

Dledwsrna, oo R ——

R Fasal 8§ ——m0. - s

Saham-Saham Pergerocan adalah Saham-Saham atas
nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya ———
vang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
vang terdiri dari:——— S
a. Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus -
dapat dimiliki Negara Republik Indonesia;

LT Ly | P S S
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L. Saham Seri B vang dapat dimiliki oleh BPI
|Danantarafﬂnlding Operasicnal dan/atau —-
MABTATAIAL i e e .

‘:2: Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan
“Saham” ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham
Seri B; dan vang dimaksud dengan “Pemegang - -
Saham” ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna -

dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila - -

dengan tegas dinyatakan lain.————
‘13} Persercan hanya mengakui seorang atau satu —
!haﬂan hukum sebagai pihak yang berwenang - -
menjalankan hak yang diberikan oleh hukum -
atag sanam. ——— — — — - —
|{4J a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar ini tidak
ditetapkan lain, maka Pemegang Saham Sera
A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B
mempunyai hak yang sama dan setiap 1 — —

{satu) Saham memberikan 1 (zatu) hak

SUATA. - e ettt et et S et
b, Menurut Anggaran Dasar ini, Saham Seri A
Dwiwarna adalah saham yang dimiliki -
khusus cleh Negara Republik Indonesia
yang memberikan kepada pemegangnya hak-
hak istimewa sebagai Pemegang Saham Seri

A DWiwarna, ————— e e

c. Hak-hak istimewa Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna adalah: A T

c.l. Hak untuk menyetujui dalam RUPS: - ———

|c.l.1 persetujuan perubahan Anggaran
'-_-—.-_-_-_--_
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‘E+1+2 persetujuan perubahan - _

o R |

31 |

|

parmodailany. e
persetujuan pengangkatan dan -
pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris atas .
pergetujuan Presiden; - __
persetujuan terkait -
penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan dan

pembubaran Perseroan; - —————___

c€.1.5, persetujuan remunerasi anggota

Direksl dan Dewan Komisaris:

€.1.6. persetujuan penggunaan laba;
¢.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota —
Direksi dan calon anggota Dewan
Eopisariny e o s son

¢.3 Hak untuk mengusulkan mata acara ——

Cc.4 Hak untuk meminta dan mengakses data

| dan dokumen Perserocan; - -———

undangan.

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud -
sesual dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar ini dan peraturan perundang-- — ——

Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana

tersebut dalam huruf ¢ ayat imi, dan
dalam bagian lain Anggaran Dasar ini, ———.

Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang -
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‘ (5)

(€)

(7]

(8)

T;;;;ﬁ;;ngan memperhatikan Basal 26..

Jikalau suatu saham pindah tangan karena — -
warisan atau didasarkan sebab lain menjadi
milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka
yvang memiliki bersama-sama tersebut ——— .
diwajibkan untuk menunjuk secrang di antara -
mereka dan yang ditunjuk itulah vang dicatat -
sebagal wakil mereka bersama dalam Daftar
Pemegang Saham, yang berhak untuk
mempergunakan hak-hak yang diberikan cleh -

| hukum kepada saham tersebut.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ———
untuk memberitahukan secara tertulis kepada -
Perserocan mengenai penunjukan wakil bersama -
itu, Persercan memperlakukan pemegang saham
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan sebagal satu-satunya pemegang
yvang sah atas Saham atau Saham-Saham

tersebut . —
Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus -.--
tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan semua
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS
serta peraturan perundang-undangan.

Terhadap seluruh saham Persercan vang ————- .
tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham .

Pergercan dicatatkan. — ——— e .
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(1) Bukti kepemilikan Saham sebagai berikut:—___.

(2)

(3)

a. dalam hal Saham Persercan tidak masuk
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga - -
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka —-————-
Persercan wajib memberikan bukti ————
pemilikan Saham berupa Surat Saham atau
Surat FKolektif Saham kepada Pemegang
Sahamnya, dengan memperhatikan ketentuan
pasar modal y - —— -
b. dalam hal Saham Persercan masuk dalam
Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian
dan Penyimpanan, maka Persercan wajib ———
menerbitkan sertifikat atau konfirmasi
tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan -
Penyimpanan sebagal tanda bukti —__ .

pencatatan dalam buku Daftar Pemegang ———

Saham Perserocan. —————,

Perpercan mengeluarkan Surat Saham atas nama
pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar —
Femegang Saham Persercan, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan ketentuan vang berlaku di Bursa
Efek di tempat di mana Saham-Saham Perseroan -
L A A DA . s st e e i i s I
Perseroan dapat mengeluarkan suatu Surat
Kolektif Saham yang memberi bukti pemilikan -
dari 2 (dua) Saham atau lebih Saham-Saham -

yvang dimiliki oleh secrang Pemegang Saham.

T
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(4)

(5)

l (6)

Pada Surat Saham sekurang-kurangnya harus — -
BETATIEMICRTLY | st i -

a. nama dan alamat Pemegang Saham; ————MmM8M ——
b, nomor Surat Saham; ——————————————— .

¢. tanggal pengeluaran Surat Saham; dan————

| 4. nillai nowinzl Sabowm,——— -

Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya
Barus dicantumleans o
d. mnama dan alamat Pemegang Saham; ——————
k. nomor surat kolektif saham;
¢. tanggal pengeluaran surat kolektif

saham;

d. nilai nominal saham dan nilai kolektif

saham; dan s

€. jumlah saham dan nomor surat saham yang -
‘bersangkutan_ e

Setiap Surat Saham dan/atau Surat Kolektif ——

Saham dan/atau obkligasi konversi dan/atau -

waran dan/atau efek lain yang dapat -

dikonversikan menjadi Saham harus memuat

tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama

dengan Komisaris Utama, atau apabila - it
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka
oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah
seorang anggota Dewan FKomisaris, atau apabila
Direktur Utama dan Komisaris Utama =5
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang -

-'--—.__________
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(7)

‘:s}

(1)

—

I

Direktur bersama-sama dengan salah seorang —-
anggota Dewan Komisaris, tanda tangan ——
tersebut dapat dicetak langsung pada Surat --
Saham dan/atau Surat Kolektif Saham dan/atau .
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau
efek lain yang dapat dikonversikan menjadi

Saham, dengan mengindahkan peraturan - --—-

perundang-undangan di bidang Pasar Mcdal dan

peraturan Bursa Efek di tempat di mana Saham-

| Saham Perserocan dicatatkan.

Dalam hal Persercan tidak menerbitkan Surat -
Saham, pemilikan Saham dapat dibuktikan
dengan Surat Keterangan Kepemilikan Sa L
yvang dikeluarkan coleh Persercan.

Seluruh Surat Saham dan/atau Surat Kolektif -
Saham yang dikeluarkan oleh Persercan dapat
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Modal dan UU PT. e GO i D e

- ———————-PENGGANTI SURAT SAHAM.

Pasal 7
Apabila Surat Saham rusak, penggantian Surat
Saham tersebut dapat dilakukan jika: -
1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis
penggantian Surat Saham adalah pemilik -
Surat Saham tersebut; ——— —————

2) Persercan telah menerima Surat Saham yang

rusak;

3) asli Surat Saham rusak wajib dikembalikan

d-_-.---_-'-—---_
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@)

‘ (3)

-r—'—_-'-_-_.

dan dapat ditukar dengan Surat S5aham baru

yang nomornya sama dengan nomor Surat

Saham aslinya. —— .. . . . .

Persercan wajib memusnahkan asli Surat Saham

rusak tersebut setelah memberikan penggantian

Surat Saham. - el e e g B

Dalam hal Surat Saham hilang, penggantian —

Surat Saham tersebut dapat dilakukan jika:——

a.

| 4.

pihak yang mengajukan permchonan -
penggantian Surat Saham adalah pemilik ——
Surat Saham tersebut;

Perseroan telah mendapatkan dokumen
pelaporan dari Kepolisian Republik

Indonesia atas hilangnya Surat Saham

tersebut; e s e o
pihak vang mengajukan permohonan ———————-
penggantian Surat Saham memberikan —__
jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi

Perserpcan; dan— —— ——

Rencana pengeluaran pengganti Surat Saham
yvang hilang telah diumumkan di Bursa Efek
di tempat di mana Saham Perserpan —
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 -

{empat belas} hari kalender sebelum ——— -

pengeluaran pengganti Surat Saham. .

’{i} Setelah Surat Saham pengganti tersebut ———

(5]

dikeluarkan, maka Surat Saham yang telah ————

digantikan tidak berlaku lagi bagl Persercan.

Semua biaya untuk pengeluaran pengganti Surat
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T_.___.___—-l-
Saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang

| bexkepentingan. .. e e i

‘{Ej Ketentuan tersebut di atas mengenai — ——

ber

Sah

pengeluaran Surat Saham pengganti juga —-

laku untuk pengeluaran Surat Kolektif —— .
am pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.
PENITIPAN KOLEKTIF ——

OGS r L, = | ) | e S R

(1) Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif - _

berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu: —-__

& .

l

Saham dalam Penitipan Koclektif pada ...
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang -
Saham Persercan atas nama Lembaga - -
Penyimpanan dan Penyelesajan; -
Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -
Kustodian atau Perusahaan Efek yang
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
dimaksud untuk kepentingan pemegang
rekening pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek tersebut;

apabila Saham dalam Penitipan Kolektif __.
pada Bank Kustodian merupakan bagian dari
Portofolic Efek Reksa Dana berbentuk —— —
kontrak investasi kolektif dan tidak - -

termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
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.______—-_

maka Persercan akan mencatatkan Saham -
tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk -
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi

kolaktif termabul: e ———
Fersercan wajib menerbitkan sertifikat ——.
atau konfirmasi kepada Lembaga - - ..-———
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ayat ini atau Bank
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢ ayat ini sebagal tanda bukti —

pencatatan dalam buku Daftar Pemegang -

Saham Pergeroan; — e
Persercan wajib memutasikan Saham dalam —
Penitipan Eolektif yang terdaftar atas —-
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan
atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif

dalam buku Daftar Pemegang Saham ————————

Persercan menjadi atas nama Pihak yang ——

ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan — —

Penyelesaian atau Bank Kustodian

e
permohonan mutasi disampaikan oleh ———.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan atau
Bank Kustodian kepada Persercan atau Biro

Administrasi Efek yang ditunjuk ——————

Pergercan; - -——-—m—————————————
'—-—____--_--_
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T;Trr;;;haga Penyimpanan dan Penyelesaian, ———.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang
rekening sebagai tanda bukti pencatatan
dalam rekening Efek; e
dalam Penitipan Kolektif setiap Saham -
dari jenis dan klasifikasi yang sama yang
diterbitkan Persercan adalah sepadan dan -
dapat dipertukarkan antara satu dengan —-.
vang lainy—— —— i S
Persercan wajib menclak pencatatan Saham
ke dalam Penitipan Kolektif apabila Surat
Saham tersebut hilang atau musnah, —
kecualili Pihak yang meminta mutasi
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau -
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut
benar-benar sebagal Pemegang Saham dan
Surat Saham tersebut benar-benar hilang
atau musnah; L
Persercan wajib menolak pencatatan Saham -
ke dalam Penitipan Kolektif apabila Saham
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam

sita berdasarkan penetapan pengadilan
atau disita untuk pemeriksaan perkara ——
b e 1T TR P S ST S SRS -
pemegang rekening Efek yang Efeknya
tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak -
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam

RUPS sesuai dengan jumlah Saham yang — ——

—
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dimilikinya pada rekening tersebut; ————

‘1. Bank FKustcdian dan Perusahaan Efek wajib -
menyampaikan daftar rekening Efek beserta
jumlah saham Persercan yang dimiliki oleh
masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ——
kepada Lembaga Penyimpanan dan - .-———v-
Penyelesaian, untuk selanjutnya ———————
diserahkan kepada Persercan paling lambat

1 (satu) hari kalender sebelum — ———————_

Pemanggilan RUPS; ——————— -
m. Manajer Investasi berhak hadir dan - - ..
mengeluarkan suara dalam RUBS atas Saham -

Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -

Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari portofolioc Efek
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dan tidak termasuk dalam - ———— -
Penitipan Kolektif pada Lembaga ————————-
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan — -
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi

tersebut paling lambat 1 (satu) har:a

kalender sebelum pemanggilan RUPS; - —
n. Perseroan wajib menyerahkan dividen,

gaham bonus atau hak-hak lain sehubungan
dengan pemilikan Saham kepada Lembaga -

Penyimpanan dan Penyelegaian atas Saham —

dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ———
e
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e

Penyimpanan dan Penyelesaian dan ———
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan —— -
Penyelesaian tersebut menyerahkan - —__
dividen, Saham bonus atau hak-hak lain
kepada Bank Kustodian dan kepada TR
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing--
masing pemegang rekening pada Bank ——— -

Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut:_

©. Perseroan wajib menyerahkan dividen,
lSaham bonus atau hak-hak lain sehubungan -
| dengan pemilikan Saham kepada Bank -__.__
Fustodian atas Saham dalam Penitipan ——-—
Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari Portofolic Efek
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ——_
kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga ——————- :
Penyimpanan dan Penyelesaian;._— -
p. batas waktu penentuan pemegang rekening
Efek yang berhak untuk mempercleh - __
dividen, Saham bonus atau hak-hak lainnya
sehubungan dengan pemilikan Saham dalam
Penitipan Kolektif ditentukan cleh RUPS
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
pemegang rekening Efek beserta jumlah
Saham Persercan yang dimiliki oleh - __
masing-masing pemegang rekening Efek - -

tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan
I.---_-_'-_"'—-—.
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==
Penyelesaian paling lambat pada tanggal —

yang menjadi dasar penentuan Pemegang -.--
Saham yang berhak untuk memperocleh -
dividen, Saham bonus atau hak-hak ——-----
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan ——-
kepada Persercan paling lambat 1 (satu)
hari kalender setelah tanggal yang
menjadi dasar penentuan Pemegang Saham ——
yang berhak untuk mempercleh dividen,

Saham bonus atau hak-hak lainnya ———-————

tersebut. S e
(2} Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk
pada peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di

tempat di mana Saham-Saham Persercan —————

dicatatkan. L
————DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS ——

S—_— s i A Pagal 9 -

(1) Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar ————-
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta - —— -
menyediakannya di tempat kedudukan Persercan.
(2) Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang- —————
dranigive AleRt Rt e
a. nama dan alamat para Pemegang Saham; ———
b. 3jumlah, nomor, dan tanggal perclehan
|5aham vang dimiliki para Pemegang Saham;

¢. jumlah vang disetor atas setiap Saham; ——

d. nama dan alamat dari orang perseorangan

Jata\ubadan hukum yang mempunyai hak gadai
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[ (3)

(4)

‘{5:

I (6)

..__._-_-_-_--'

atas Saham atau sebagal penerima jaminan -
fidusia Saham dan tanggal peroclehan hak -
gadai atau tanggal pendaftaran jaminan .
fidusia tersebut; —— RSy WA

e, keterangan penyetoran Saham dalam bentuk -

lain selain vang; dan —
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu
|nleh Direksi. o i G A ST
Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan —————.
mengenai kepemilikan Saham dan/atau perubahan
kepemilikan Saham anggota Direksi dan Dewan
Komisaris beserta keluarganya dalam Persercan
dan/atau pada persercan lain serta tanggal -
Saham itu diperoleh.
Pemegang Saham harus memberitahukan setiap ——
perpindahan tempat tinggal dengan surat yang
digertai tanda penerimaan kepada Direksi.
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan -
kepada Pemegang Saham adalah sah jika —(——— .
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang
Saham.
Direksl berkewajiban untuk menyimpan dan ——
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar -
Fhusus sebaik-baiknva.
Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar —
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di EKantor -

Perzeroan atau di Kantor Biro Administrasi -

--________-_-‘
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i ——

Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam —

Direksi Persercan dapat menunjuk dan memberi
wewenang kepada Birc Administrasi Efek untuk

melaksanakan pencatatan Saham dalam Daftar ——

(8)

Pemegang Saham dan Daftar Khusus. .
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam ————
Dafrar Pemegang Saham termasuk pencatatan ——-
mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, -
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang
menyangkut Saham-Saham Persercan atau hak-hak
atau kepentingan atas Saham-Saham harus
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini —-
dan peraturan perundang-undangan serta ———
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
di Indonesia, ————— . S
Ketentuan dalam Pasal inl berlaku sepanjang —
tidak diatur lain dalam peraturan perundang--
undangan serta peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Mocdal di Indonesia dan peraturan
Bursa Efek di tempat di mana Saham-Saham . .

Perseroan dicatatkan. — ————

(10) Dalam hal terjadi penjualan, ————— ...

pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk

gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut
Saham Persercan atau cessie berkenaan dengan
hak atau kepentingan atas Saham, maka pihak -

yang berkepentingan melaporkan secara ————

tertulis kepada Direksi atau pihak yang ————-
T—
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(1)

{2)

i g

ditunjuk cleh Direksi untuk dicatat dan - ———-
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, ———_
segsuail dengan Anggaran Dasar ini dengan ————-
memperhatikan peraturan perundangan di bidang
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di
Indonesia di tempat di mana Saham Persercan

AR R el 1 o B i 1 o o N P P LR L P L £

- PEMTNDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar -
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga ——
nama dari pemilik baru tersebut telah
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ——_
tersebut dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan di bidang
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di
tempat di mana Saham-Saham Perseroan

AR L e

a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan serta peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal di
Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan,
pemindahan hak atas S5aham harus -
dibuktikan dengan suatu dokumen yang -
ditandatangani oleh atau atas nama Pihak
yvang memindahkan hak dan oleh atau atas -

nama Pihak yang menerima pemindahan hak -
—_—
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(2]

omsasa
atas Saham yang bersangkutan. Dokumen ———

pemindahan hak atas Saham harus berbentuk
sebagaimana ditentukan atau disetujui ———
oleh Direksi. ——e—eea——- e o a i etttk e A P BE T

b. Pemindahan hak atas Sabham yang termasuk —

dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke
'rekening Efek yang lain pada lLembaga - —-_
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank - ..
Kustedian dan Perusahaan Efek. Dokumen
pemindahan hak atas Saham harus berbentuk
sebagaimana ditentukan dan/atau yang —— -
dapat diterima oleh Direksi dengan
ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak
atas Saham-Saham yang tercatat pada Bursa
Efek harus memenuhi peraturan-peraturan
yang berlaku pada Bursa Efek di tempat d:i
mana Saham-Saham tersebut dicatatkan, ———
dengan tidak mengurangi peraturan ——————-
perundang-undangan dan ketentuan yang ———

berlaku di tempat di mana Saham-Saham

Persercan dicatatkan. ———- S
Direksi dapat menoclak dengan memberikan
alasan untuk itu, untuk mendaftarkan — <oz
pemindahan hak atas saham dalam Daftar — - .
Pemegang Saham Persercan, apabila cara yang
disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar ——

ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu ——

syarat dalam izin vang diberikan kepada — -

“--_-—__'—--.
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(4)

(5)

(&)

-—-—'_-_-._

Pergercan atau hal lain yang disyaratkan ocleh
pihak yang berwenang tidak dipenuhi. - -
Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan ——
pemindahan hak atas Saham, maka Direksi wajib
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada
pihak yang akan memindahkan haknya paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
tanggal permohonan untuk pendaftaran itu ———.
diterima oleh Direksi dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di
mana Saham-Saham Persercan tersebut ———————
dicatatkan, — —— ——
Mengenai Saham-Saham Perserocan yang tercatat
pada Bursa Efek di tempat di mana Saham-saham
Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk
mencatatkan pemindahan hak harus sesuai
dengan peraturan Bursa Efek di tempat di mana
Saham-Saham Perserocan dicatatkan.-————————— o
Setlap orang yang mempercleh hak atas suatu —
Saham karena kematian secrang Pemegang Saham
atau karena sebab lain yang mengakibatkan ———
pemilikan suatu Saham beralih karena hukum,
dapat mengajukan bukti haknya tersebut, ___
sebagaimana yvang disyaratkan oleh Direksi,
dengan mengajukan permohonan secara Lertulis -
untuk didaftar sebagai Pemegang Saham dari — -
Saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat

dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik

—_
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(7)

(8)

(2]

(1)

1———__--_-_

atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini,-———————-
Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan —-.
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak -
untuk memindahkan hak atas Saham dan
pendaftaran pemindahan hak atas Saham harus
berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak -
menurut ayat (6} Pasal imf., —— - - . -
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 21 ayat (6) huruf a butir i dan ii ——
wajib tidak mengalihkan kepemilikan Sahamnya
dalam jangka waktu paling sedikit & (enam)
bulan sejak pengumuman RUPS ocleh Direksi atau

Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ——

Ketua Pengadilan Megeri. P

Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas
Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib
memenuhl peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek,
kecuall untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna

yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun

n1E - 1 O S VI S
SSRGS o 1Y U1 1 e ST L P
Pasal 11
Persercan diurus dan dipimpin oleh Direksi
yvang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan -
Persercan, terdirl dari sekurang-kurangnya 2
(dua) orang, seorang di antaranya diangkat —-

sebagal Direktur Utama dan apabila diperlukan

——-—.______-_-_
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(2)

seorang di antaranya dapat diangkat sebagai -
Wakil Direktur Utama,————— e
Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti —
NN T e e
d. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik __
Negara berikut segala perubahannya =
(selanjutnya disebut “UU BUMN") ; S
By e s e s e == atias i
c. peraturan perundang-undangan di bidang —-.

Pasar Modal; dan e

‘ (3)

| (a)

l{aﬁ

(6)

d. peraturan perundang-undangan yang berlaku

bagi Persercan yang terkait dengan -

kegiatan usaha Persercan. - . .
Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi —
adalah orang perseorangan yang memenuhi —-
persyaratan sesual dengan ketentuan.--
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ——
(3) Pasal ini termasuk persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1S5A ayat 3 UU -
BoMN, —— - R e
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud -
pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini wajib __
dimuat dalam surat pernyataan yang
ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan
surat tersebut disampaikan kepada Persercan.
Surat pernvataan tersebut wajib diteliti dan
didokumentasikan oleh Perseroan., - — o
Para anggota Direksi diangkat dan -

diberhentikan cleh RUPS, di mana dalam RUPS -

—
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(7)

- 18)

--——'—'__-_-_-

tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A .
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus
disetujui cleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini. Para anggota Direksi diangkat oleh
RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana —————-
mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku ———
juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka
mencabut atau menguatkan keputusan ——
pemberhentian sementara anggota Direksi.
Keputusan RUPS mengenal pengangkatan dan
pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan
saat mulai berlakunya pengangkatan dan ————
pemberhentian tersebut, Dalam hal RUPS tidak
menetapkan, maka pengangkatan dan

pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai -

berlaku sejak penutupan RUPS.

a. Para anggota Direksi diangkat untuk -
jangka waktu terhitung sejak ditutupnya
RUPFS atau tanggal yang ditetapkan oleh --
RUPS yang mengangkatnya dan paling lama -
sampal dengan penutupan RUPS Tahunan yang
ke-5 (lima) setelah tanggal
pengangkatannya, namun dengan tidak
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-_—-

waktu dapat memberhentikan para anggota

Direksi sebelum masa jabatannyva berakhir..

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak ————
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(g}

| (10

penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila

ditentukan lain oleh RUBS.___ TRPEIERT T es
c. Anggota Direksi Perserocan yang berakhir —
masa jabatannya dapat diangkat kembali _
cleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan

paling lama sampai dengan penutupan RUPS .

Tahunan ke-10 (sepuluh). SEririr ol
RUPS dapat memberhentikan para anggota —.—

Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan

alasannya . - B

! Alasan pemberhentian anggota Direksi =0

sebagaimana dimaksud pada ayat (%) Pasal ini
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,
anggota Direksi yang bersangkutan antara

1B i ¢ . e S D S
a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya vang -
telah disepakati dalam kontrak manajemen;-
b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan -
baik: . .
€. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan -
Anggaran Dasar, . S

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan

Perserocan; —— - N o O e
e, Melakukan tindakan yang melanggar etika
danfatau kepatutan; —— B
f. Telah ditetapkan sebagal tersangka
dan/atau terdakwa ocleh aparat penegak ———.

hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;
. My
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T;T—;;;%atakan bersalah dengan putusan ————

Fengadilan yang mempunyail kekuatan hukum -

yang tetap; — S

h. Mengundurkan dizi; atal-————————————— .

i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh ——

t1ld

| (12)

{13)

(14)

RUBS demi kepentingan dan tujuan

Perseroan. -
Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) Pasal ini diambil setelah
vang bersangkutan diberi kesempatan untuk ——
membela diri, kecuali ayat (10) huruf £, g -
s N PARR ) A
Pemberhentian karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) huruf d dan g Pasal
ini merupakan pemberhentian dengan tidak — —

hormat. .

Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi
memiliki hubungan keluarga baik sedarah —-——-
maupun semenda dalam garis keturunan lurus -
dan/atau ke samping sampai dengan derajat ——
kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris
Fergsercan, maka RUPS berwenang ———
memberhentikan salah seorang di antara ——— -
T e e
Para anggota Direksi dapat diberi gaji
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya
termasuk asuransi purna jabatan yang ——————
jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang

tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan ———-

-_________-_-_-_
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(15) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun -
terdapat satu jabatan atau lebih anggota __
Pirekel Towemgs — — oo o

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang -

anggota Direksi yang lain untuk —— ———__
menjalankan pekerjaan anggota Direksi —-
yvang loweong tersebut dengan kekuasaan dan
Wewenang yang sama;-——-——-

b. dengan memperhatikan ketentuan, RUPS —___
wajib diselenggarakan untuk mengisi ————.
jabatan lowong tersebut apabila -
menyebabkan anggota Direksi berjumlah
kurang dari 2 (dua) salah satunya
Direktur Utama atau jabatan yang lowcng -
adalah Direktur Utama atau direktur
lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan;__—
c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b ayat -—
ini diselenggarakan paling lambat 90 -
(sembilan puluh) hari kalender sejak

terjadinya lowongan jabatan sebagaimana -

dimaksud pada huruf b ayat ini. - _ o
(ls)a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab
apapun selurulh jabatan anggota Direksi ——
loweng, maka dalam waktu paling lambat 90
(sembilan puluh} hari kalender setelah
terjadi lowengan, harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi lowongan jabatan ———

Direksi tersebwmtc., - - .
--‘__‘-_"'—-.-
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T;TpF;;lama jabatan itu lowong dan RUPS belum

mengisl jabatan Direksi yang lowong ————-
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat —-
ini, maka untuk sementara Persercan - ---—-

diurus oleh Dewan Fomisaris dengan —————-

kekuasaan dan wewenang yang sama.-———————-
(17)a. Seorang anggcta Direksi dapat ——
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum
masa Jjabatannya berakhir., Dalam hal
terdapat anggota Direksi yang
mengundurkan diri, maka anggota Direksi
yang bersangkutan wajib menyampaikan ————
permohonan pengunduran diri secara —————-
tertulis mengenai maksudnya tersebut

kepada Persercan.

b. Persercan wajib menyelenggarakan RUPS
untuk memutuskan permcochonan pengunduran -
diri anggota Direksi paling lambat 90
(sembilan puluh) hari kalender setelah -
diterimanya surat pengunduran diri -————--
tersebut . -

c. Persercan wajib melakukan keterbukaan
informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 —

(dua) hari kerja setelah:

i. Diterimanya permohonan pengunduran

diri Direksi sebagaimana dimaksud

| dalam huruf a ayat ini; dan — .

Lii;‘fifil penyelenggaraan RUPS
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sebagaimana dimaksud dalam huruf b —-

57T ol b 1 3 MRS EP SRS Sr e s -y

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif,
anggota Dirsksi yang bersangkutan tetap
berkewajiban menyelesaikan tugas dan it
tanggung jawabnya sesuali dengan Angoaran -
Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan.

Direksi yang mengundurkan dirli baru bebas
dari tanggung jawab setelah memperocleh
pembebasan tanggung jawab dari RUPS

Tahunan.

‘Llaﬁﬂnggata Direksi dilarang memangku jabatan — -

rangkap sebagai:

a .

Anggota Direksi, Dewan Komisgaris atau ——
Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha
BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik -
Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;
Jabatan struktural dan fungsional pada
instansi/lembaga pemerintah pusat ———————
dan/atau daerah;

Fengurus partai peclitik dan/atau — .
calon/anggota legislatif dan/atau calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ——————
dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala - -
Daerah; - ———

Jabatan laln yang dapat menimbulkan —-—-—
benturan kepentingan; dan/atau

Jabatan lain sesuai dengan ketentuan

e
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‘ (19)

(20])

121)

{22)

I;;;;;;;an perundang-undangan. — —— .

Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang -
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan ———-
anggota Direksi Perserocan sebagaimana - —————.
dimaksud pada ayat (18) Pasal ini, maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri dari
jabatan tersebut paling lambat 3¢ (tiga ————
puluh] hari kerja sejak perangkapan jabatan -
pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan -
peraturan perundang-undangan jabatan Direksi
tersebut berakhir demi hukum dengan
pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan
baru vang dilarang. B

Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri
dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud -
pada ayat (19) Pasal ini, maka anggeta ———-
Direksi dimaksud dianggap telah mengajukan _—_
pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga
puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan . .-
dalam ayat (19) Pasal ipni, —
Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak
termasuk dalam ketentuan ayat (18) Pasal ini
diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan -
Komisaris, kecuali diatur lain berdasarkan ——

peraturan perundang-undangan yang berlaku

| khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal. -

Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: ———
a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; —-

b. Masa jabatannya berakhir; —
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. Diberhentikan sebelum masa jabatannya ———
berakhir karena tidak lagi memenuhi ———
persyaratan sebagai anggota Direksi -

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal

ini; e S i
d. Diberhentikan RUPS; ataul—————
e. Pengunduran dirinya telah efektif,
| sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) -
huruf b Pasal ini. el i S ey
|12313agi anggota Direksi yang berhenti sebelum __
maupun setslah masa jabatannya berakhir,
kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka
yang bersangkutan wajib menyampaikan — ——

pertanggungiawaban atas tindakan yang belum

diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS., -
(24) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat ——.-
diberhentikan untuk sementara waktu oleh
Dewan Komisaris apabila mereka bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau
terdapat indikasi melakukan tindakan yang —-

merugikan Persercan atau melalaikan

kewajibannya atau terdapat alasan yang
mendesak bagl Persercan, dengan memperhatikan
ketentuan sebagal berikut:- SHRERRR S C SR ST

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus

diberitahukan secara tertulis kepada
anggota Direksi yang bersangkutan —. . ——

disertai alasan yang menyebabkan tindakan

tersebut dengan tembusan kepada Direksi;-—-
LRy
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b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam -

huruf a ayat ini disampaikan dalam waktu

paling lambat 2 {(dua) hari kalender ————
setelah ditetapkannya pemberhentian —————
sementara terselmut; ————
Anggota Direksi yang diberhentikan -
sementara tidak berwenang menjalankan - ——.
pengurugan Persercan serta mewakili — - o
Perseroan untuk kepentingan Perseroan ———

gsesual dengan maksud dan tujuan Persercan

| baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Dalam jangka waktu paling lambat S0
(sembilan puluh) hari kalender setelah
pemberhentian sementara dimaksud Dewan
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS — -
untuk mencabut atau menguatkan keputusan -
pemberhentisan sementara tergebut;
Dengan lampaunyva jangka waktu -
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf 4 ayat ini atau RUPS tidak
dapat mengambil keputusan, maka
pemberhentian sementara tersebut menjadi -
o o L e B e BNt = A Il I e
Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat —-
ini berlaku sejak keputusan pemberhentian
sementara oleh Dewan FKomisaris sampai ———
T T T A R A Rt S

1} Terdapat keputusan RUPS yang

lﬂffgfifkan atau membatalkan —— .
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dimaksud pada huruf 4 ayat ini; atau-
IE} Lampaunya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf d ayat ini.
‘g+ Dalam RUFS sebagaimana dimaksud pada —
huruf d ayat ini, anggota Direksi yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk .

mempela diri; B e\ A Ak e 1L T B
}h. Pemberhentian sementara tidak dapat ———-
diperpanjang atau ditetapkan kembali -
dengan alasan yang sama, apabila
pemberhentian sementara dinyatakan batal -
sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ——.
indra———_ el e e T B
i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian
sementara atau terjadi keadaan
sebagaimana dimaksud pada huruf & ayat
ini, maka anggota Direksi yang

bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya -

kembali sebagaimana mestinya;
1. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan
pemberhentian sementara, maka anggota — -

Direksi yang bersangkutan diberhentikan --

untuk seterusnya;—— .-

‘kq hpabila anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut tidak
hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara
_tertulis, maka anggota Direksi yang ————

diberhentikan sementara tersebut dianggap
i
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(1)

1'-__-*_--

tidak menggunakan haknya untuk membela ——

dirinya dalam RUPS dan telah menerima ———.

| keputusan RUPS; ——— . PN —

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -——-.
infermasi kepada masyarakat dan —-——————-

menyampaikannya kepada OJX mengenai: — -

1) EKeputusan pemberhentian sementara; ——
!E} Hasil penvelenggaraan RUPS untuk —— -
mencabut atau menguatkan keputusan —-—
pemberhentian sementara tersebut -
sebagaimana tersebut pada huruf 4 — -
ayat ini atau informasi mengenai
batalnya pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris karena tidak
terselenggaranya RUPS sampal dengan

lampaunya jangka waktu sebagaimana — -

dimaksud dalam huruf e ayat ini, —-
dalam waktu paling lambat 2 (dua) ———

hari kerja setelah terjadinya - - .

peristiwa tersebut.

TUGAS, WEWENANG DAN EEWAJIBAN DIREEKSI

Pasal 12

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan
yvang berkaitan dan bertanggung jawab atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan -
Perseroan gesual dengan maksud dan tujuan -
Persercan serta mewakili Persercan baik di ——

dalam maupun di luar Pengadilan tentang - -———-

--____-""—-—-
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(2]

gegala hal dan segala kejadian dengan —————.
pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, Anggaran Dasar ini ————_
dan/atau keputusan RUPS, - —— —_____ __ _____
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, maka: _—
a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara

lain: awsse =EE P

1) Menetapkan kebijakan kepengurusan
Persercan dengan memperhatikan S
ketentuan yvang berlaku; - ki

2) Menetapkan kebijakan dalam rangka ——

sinergl Persercan dengan Pemegang

Saham Seri B Terbanyak berpedoman

pada kebijakan yang ditetapkan oleh —

Pemegang Saham Seri B Terbanyak;

i) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi
Iuntuk mewakili Persercan di dalam dan
di luar pengadilan kepada seorang —
atau beberapa orang vang khusus
ditunjuk untuk itu termasuk pekerja -
Pergsercan baik sendiri mauwpun ———————
bersama-sama dan/atau badan lain;

| 4) Mengatur ketentuan tentang pekerja ——
Persercan termasuk penetapan upah,
pensiun atau jaminan hari tua dan
penghasilan lain bagi pekerja
Persercan berdasarkan peraturan —————

perundang-undangan yang berlaku; -
--‘_-_-_"'—-—-.
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T;:-;;;gangkat dan memberhentikan pekerja

}E]I

7)

Bl

Persercan berdasarkan peraturan ———
ketenagakerjaan Persercan dan —————-
peraturan perundang-undangan; ——————-—-
Mengangkat dan memberhentikan secrang
Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala
Satuan Pengawas Intern dengan ——————
persetujuan Dewan Komisaris setelah —
terlebih dahulu mendapatkan ——————
persetujuan Pemegang Saham Seri B —
Terbanyak:

Menghapusbukukan Aktiva Tetap
dan/atau Aktiva lainnya Perserocan -
dengan ketentuan sebagaimana diatur -
dalam Anggaran Dasar ini dan yang ——-
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan
Komisaris kemudian dilaporkan dan ———

dipertanggungjawabkan dalam Laporan -

| Tahunan; -

Direksi selaku pemegang saham
dan/atau pemegang saham mayoritas -
pada setiap anak perusahaan berwenang
antara lain untuk:

fa}) Menyetujui Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) serta
Rencana Jangka Panjang (EJP) anak
perusahaan melalul mekanisme RUPS
{khusus untuk anak perusahaan - ——

yang merupakan BUMN, wajib ————
---_---"—--.
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[

=

()

lc)

(d)

terlebih dahulu mendapatkan ——___

!persetujuan Pemegang Saham Seri B

Terbanyak) j — - .
Menyetujul penstapan batasan ——__
dan/atau kriteria tertentu ——___
aehubungan dengan tindakan -
Direksi anak perusahaan yang
diajukan cleh Dewan Komisaris —__
anak perusahaan sesuai dengan —--
anggaran dasar anak perusahaan ——
{khusus untuk anak perusahaan
yvang merupakan BUMN, wajib vy
terlebih dahulu mendapatkan —— -

persetujuan Pemegang Saham Seri B

| Perbanyak) j——— senn e

Menyetujui tindakan Direksi anak -
perusahaan yang perlu mendapatkan
persetujuan RUFS atau Pemegang

Saham Seri B Terbanyak anak ———-

| perusahaan berdasarkan batasan -—.

dan/atau kriteria yang ditetapkan
berdasarkan Pasal 12 ayat (2)
muruf a angka 8) huruf (b);
Menyetujui pengangkatan dan ————
pemberhentian Sekretaris - -
Perusahaan dan FKepala Satuan -
Fengawas Intern anak perusahaan —
(khusus untuk anak perusahaan —-

yang merupakan BUMN, wajib —

“--_-""—--—._
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9)

L maas
terlebih dahulu mendapatkan - -

persetujuan Pemegang Saham Seri B

Terbanyak) ; ——
(e} Melakukan kewenangan lainnya pada
anak perusahaan sesuai dengan ———
kedudukannya selaku pemegang -

saham anak perusahaan sebagaimana

diatur dalam anggaran dasar anak -

(f) Menetapkan, mengelecla,
mengendalikan dan memantau
kebijakan strategis dan
operasional vang akan dilakszanakan
oleh anak perusahaan serta
Melakukan sinergl pengawasan dan -
pengendalian atas pemantauan .
terhadap pelaksanaan kegiatan atau

kebijakan strategis dan - -

operasional anak perusahaan. -
Melakukan segala tindakan dan
perbuatan lainnya mengenai pengurusan
maupun pemilikan kekayaan Perseroan,
mengikat Perserocan dengan pihak lain
dan/atau pihak lain dengan Perseroan,
serta mewakili Perserocan di dalam dan
di luar pengadilan tentang segala hal
dan segala kejadian, dengan . =
pembatasan sebagaimana diatur dalam -

peraturan perundang-undangan, —————__

- SRS
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anggaran dasar dan/atau keputusan - ——

RUPS . — o

Jh* Direksi berkewajiban untuk: —————— .

)

‘41

‘5:

Mengusahakan dan menjamin —
terlaksananya usaha dan kegiatan
Perseroan sesual denogan maksud dan —-
tujuan serta kegiatan usahanya; ———--
Menyiapkan pada waktunya ERencana ——
Jangka Panjang, Rencana Kerja dan ——-
Anggaran Perusahaan tahunan dan ———
rencana kerja lainnya, serta ———————
perubahannya sesual ketentuan;
Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar
Ehusus, Risalah RUPS, dan Risalah
Rapat Direksi;

Membuat Laporan Tahunan yang antara -
lain berisi Laporan Keuangan sebagal
wuiud pertanggungjawaban pengurusan —
Persercan, serta dokumen keuangan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam -
undang-undang tentang dokumen
perusahaan; ———— ———————
Menyusun Laporan Keuangan dalam angka
4) di atas berdasarkan Standar

Akuntansi Keuangan dan menyerahkan -

| kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

Menyampaikan Laporan Tahunan setelah
ditelaah oleh Dewan Komigaris dalam -—

jangka waktu paling lambat 5 (lima) —

--_-_-_'_"-—-_
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12)

e

bulan setelah tahun buku Perseroan - —

berakhir kepada RUPS untuk disetujui

dan disahkan; S

Memberikan penjelasan kepada RUPS - ..

mengenal Laporan Tahunan; ——

Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba
Rugi yang telah disahkan oleh RUPS ——
kepada Menteri sesual dengan —

ketentuan peraturan perundang--——————-

undangann; —— ————— .
Menyampaikan laporan pelaksanaan
hapus buku dan hapus tagih sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
Menyusun laporan lainnya yang
diwajibkan cleh kententuan peraturan
perundang-undangan; - -- R
Memelihara Dafrar Pemegang Saham, ——_
Dafrtar Khusus, Risalah RUPS, Risalah
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan
dokumen keuangan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam angka 4) —

dan angka 5), dan dokumen Perserocan -.

lainnya; ——————— e S s
Menyvimpan di tempat kedudukan
Perseroan: Daftar Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah

Rapat Dewan Kocmisaris dan Risalah

Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan

By B
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13)

15)

16

17)

dokumen keuangan Persercan serta -

dokumen Persercan lainnya;-- .
Mengadakan dan memelihara pembukuan _.
dan administrasi Perserocan sesuai ..

dengan kelaziman yang berliaku bagi

suatu persercan terbatas; - " R
Menyusun sistem akuntansi sesual - ———
dengan Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip pengendalian

intern, terutama fungsi pengurusan, —

pencatatan, penyimpanan, danl —————-——-

pengawasan;y —-————————- T e S
Memberikan laporan berkala menurut
cara dan waktu sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang ———
berlaku, serta laporan lainnya setiap
kali diminta cleh Dewan FKomigaris ———
dan/atau Pemegang Saham Seri A —.— .
Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri
B Terbanyakx, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan serta -

peraturan yang berlaku di bidang —___

Pasar Modal;

Menyiapkan susunan organisasi —
Persercan lengkap dengan perincian
dan tugaenva;- B
Memberikan penjelasan tentang segala

hal yang ditanyakan atau yang diminta

anggota Dewan Komisaris, Pemegang ———

“-_-_-_"-—-._
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I (3)

‘ (4)

e
Saham Seri A Dwiwarna, dan Pemegang

Saham Seri B Terbanyak, dengan —————-
memperhatikan peraturan perundang-———
undangan serta peraturan yang berlaku

khususnya peraturan di bidang Pasar

I e e e e e
‘151 Menjalankan kewajiban lainnya sesuai .
dengan ketentuan yvang diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan yang

ditetapkan oleh RUFS; —

‘193 Menyusun Piagam/Pedoman dan tata

tertib kerja Direksi (BOD Charter); —
Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib -
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan ——
pengabdiannya secara penuh pada tugas, ————-
kewajiban dan pencapaian tujuan Perserogan.
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi

harus mematuhi Anggaran Dasar ini dan

(5)

peraturan perundang-undangan serta wajib -

melaksanakan prinsip profesionalisme,
efisiensi, transparansi, kemandirian, ——————-
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta —__

kewajaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota -
Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalani tugas untuk ———————-
kepentingan dan usaha Persercan dengan

mempertimbangkan riasike usaha dan -

mengindahkan peraturan perundang-undangan ———

—
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I

| yang berlaku.-——— R = S

(6) a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab .

penuh secara tanggung renteng atas ——
kerugian Persercan yang disebabkan oleh
kesalahan atau kelalaian anggota Direksi

dalam menjalankan tugasnya. -

b. Anggota Direksi tidak dapat —— ——————— .

1

2)

o

dipertanggungjawabkan atas kerugian — -
Persercan sebagaimana dimaksud pada huruf

a ayat ini, apabila dapat membuktikan: —

kerugian tersebut bukan karena ————__
kesalahan atau kelalaiannya; ——
telah melakukan pengurusan dengan
iktikad baik, penuh tanggung jawab,
dan kehati-hatian untuk kepentingan _.

dan sesuai dengan maksud dan tujuan

| Perseroan; e e e e S R S

tidak mempunyai benturan kepentingan
baik langsung maupun tidak langsung
atas tindakan pengurusan yang —— -
mengakibatkan kerugian; dan ——
telah mengambil tindakan untuk — -
mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut. ___ S

‘i?} Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat

untuk: -

persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

a. Menghapusbukukan aset/aktiva Persercan —

lﬂffgif_hatasan nilai tertentu vang
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b.

n—-—_'__-._

ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ——
memperhatikan ketentuan peraturan ——————-
perundang-undangan yang mengatur mengenai
BUMN aehagai berikut: ———
1) Hapus buku karena ——— ——
pengalihan/pemindahtanganan Aktiva —-

Tetap Persercan;-—————- R

‘2! Hapua buku karena

pengalihan/pemindahtanganan Aktiva —-

lainnya Pergercan; -

‘3! Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau —-——-—

pengalihan/pemindahtanganan, termasuk

hapus buku piutang macet;

Melepaskan hak untuk menagih atau tidak
menagih lagi atas piutang pokok macet, —-
piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang
lainnya di luar pokeok, yang dilakukan ———
dalam rangka restrukturisasi dan/atau - - -
penyelesaian piutang serta perbuatan lain
dalam rangka penyelesaian piutang
Perseroan, yang telah dihapus buku, baik
untuk sebagian maupun keseluruhan, dengan
batasan nilai tertentu vang ditetapkan
oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan
pelaksanaan hapus tagih harus terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan BPI

Danantara sesual peraturan perundang--—-———

| St
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2y

N

—
| undangan di bidang BUMN; . ___

Mengagunkan aset Perseroan sebagai SETIEE
jaminan dengan batasan nilai tertentu .
' yang ditetapkan Dewan Komisarig;- -
Mengikat Persercan sebagai penjamin -
{borg atau avalist) dengan nilai —————_
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan —-
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan
di bidang Pasar Modal;

Menerima pinjaman jangka ———
menengah/panjang dan memberikan pinjaman
jangka menengah/panjang dengan nilai
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan

Koemisaris dengan memperhatikan ketentuan

di bidang Pagar Modal;— ——— . =
Memberikan pinjaman kepada anak - - .
perusahaan sebagaimana dimaksud -
peraturan perundang-undangan yvang

mengatur mengenai BUMN dengan batasan

nilai tertentu yang ditetapkan Dewan -
BRI BT L A it e s i i e T
Mengadakan kerja sama dengan badan usaha
atau pihak lain berupa kerja sama
lisensi, kontrak manajemen, menyvewakan ——
dan/atau meminjampakaikan aset

Perseroan, KerjaSama Operasi (¥s80), — —
Bangun Guna Serah{Build Operate — . ___
Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build

Oown Transfer (BowT), Bangun Serah Guna
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(Build Transfer Operate/BTO) dan kerja —-
sama lainnya vang sejenis serta bukan
merupakan kegiatan usaha sehari-hari ———
(day to day businessas usual] Persercan -
dengan nilai atau jangka waktu tertentu -
yvang ditetapkan cleh Dewan Komisaris;
Melakukan penyertaan modal pada anak ———
perusahaan, perusahaan patungan, —————--
dan/atau perusahaan lain, termasuk -
penyertaan untuk mendirikan anak ———
perusahaan dan/atau perusahaan patungan
dengan bkatasan nilai tertentu yang
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali

dalam rangka penyelamatan piutang dengan
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar
Modal; - ————— .

Melakukan pengurangan penyertaan modal —
termasuk dilusi pada anak perusahaan, -—-
perusahaan patungan, dan/atau perusahaan
lain dengan batasan nilail tertentu yang
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali

dalam rangka penyelamatan piutang dengan

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar -

Modal;

Melepaskan penyertaan modal pada anak
perusahaan, perusahaan patungan, ———-———
dan/atau perusahaan lain dengan batasan -

nilai tertentu yang ditetapkan Dewan

Komisaris, kecuali dalam rangka — —— -

SRy
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m NOTARIS penyelamatan piutang dengan —
AUFANI, S.H, . & R
mumu#mm memperhatikan ketentuan di bidang Pasar
. Jocadral Sudiman Kaviing 80
Jakaria Seiaan 12190
Telp : S204TTH Fax : 5204780 | Modal;———- R

k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam
transaksi material sebagaimana - .
ditetapkan oleh peraturan perundang- .
undangan di bidang Pasar Modal dengan ——.
nilai tertentu yang ditetapkan oleh - _
Dewan Komisaris kecuali tindakan

tersebut termasuk dalam transaksi B
material yang dikecualikan oleh 2

peraturan perundang-undangan yang —--—— -

berlaku di bidang Pasar Modal;

| 1. Melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan, dan
pembubaran anak perusahaan dan

perusahaan patungan dengan nilai - __

tertentu vang ditetapkan Dewan Komilsaris

dengan memperhatikan ketentuan di bidang
Pamar Modals—— oo o sy

m. Melakukan investasi dengan batasan nilai
dan/atau kriteria tertentu yang ———
ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan

memperhatikan Ketentuan di bidang Pasar

MHodal; e
n. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) -

tingkat di bawah Direksi;

©. Menetapkan dan mengubah logo Perseropan;

p. Menyetujui pendirian yayasan, organisasi
S S
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dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum
baik vang berkaitan langsung maupun ———-.
tidak langsung yang dibentuk oleh anak —
perusahaan;

g. Menyetujul pembebanan biaya dan ——— -
kewajiban yang bersifat tetap dan rutin -
untuk yayasan, organisasi dan/atau ———

perkumpulan yang berbadan hukum yang - -

dibentuk oleh anak perusahaan;
r. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan ——

tata kelola kegiatan investasi;

5. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan -

dalam Rencana Kerja dan Anggaran ———————

| Perusahaan (RXAP) , —
t. Melepaskan hak atas 1zin usaha
pertambangan operasli produksi atau hak
atas izin usaha pertambangan dalam ————

bentuk lain yang sah yang sudah memasuki

| tahap operasi produksi.
(8) Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh ———-
Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis
dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri
B Terbanyak dan persetujuan dari Pemegang

Saham Seri A Dwiwarna uwntuk; — ——

a. mengusulkan wakil Persercan untuk menjadi
calon anggota Direksi dan Dewan Homisaris

perusahaan patungan dan/atau anak

| perusahaan yang merupakan BUMN;

lji;-‘jfrgusulkan wakil Persercan untuk menjadi
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(9) a.

——

calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris

' pada perusahaan patungan dan/atau anak —-

perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu
vang ditetapkan oleh FPemegang Saham Seri
B Terbanyak. R e T e e e
Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh
Dewan Komisaris untuk hal-hal -
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) ——
huruf a, b, c, &, e, £, g, h, i, 7, k. 1
dan m Pasal ini dilakukan setelah ————_ .
mendapatkan persetujuan Pemegang Saham -
Sarl B Terbanyak; —
Persetujuan Dewan Komisaris khusus
berkenaan dengan ayat 7 huruf a, b, ¢, d,
e, £, g, h, 1, 3, k, 1 dan m pasal ini ——
dengan batasan dan/fatau kriteria
tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan
persetujuan pemegang esaham Seri A
Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B
Terbanyak; e
Persetujuan Dewan Komisaris khusus

berkenaan dengan ayat (7) huruf r dan s

| Pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan

persetujuan Pemegang Saham Seri B — -
Terbanyak;.

Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (7) huruf g Pasal ini sepanjang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan - -——

kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan

T
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I
dalam bidang ueaha yang bersangkutan .

dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundangan-undangan, tidak memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau ...

147} i F e e R U L

| e. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) huruf g dan h Pasal ini
sepanjang diperlukan dalam rangka
mengikutli tender dan/fatau untuk - =
melaksanakan proyek dan/atau memenuhi ———
persyaratan dan/atau pelaksanaan kegiatan
usaha utama yang lazim dilakukan dalam
bidang usaha yang bersangkutan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak memerlukan

persetujuan Dewan Komisaris dan/atau

(10) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterimanya permchonan atau
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari
Direksi, Dewan Eomisaris harus memberikan - - -

keputusan atau tanggapan sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) dan ayat (8) Pasal ini.
|

(11) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS
BT e i S i e e A

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau-

b. menjadikan jaminan utang kekayaan

Persercan; — - et T g L L DS e )

lziffhffrupakan lebih dari 50% (lima puluh ——-
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-_-—-—-_-_--

persen)

jumlah kekayaan bersih Persercan -

dalam 1 {(gatu) transaksi atau lebih, baik - -
vang berkaitan satu sama lain maupun tidak, —
kecuali sebagal pelaksana kegiatan usaha

Perseroan, sesual dengan Pasal 3. -

(12)a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat -

1)

2}

£}

4)

dilakukan oleh Direksi setelah
mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan
Komisaris dan mendapat persetujuan dari

RUPS untuk: —— [

melakukan tindakan yang termasuk - . .__
dalam transaksi material sebagaimana
ditetapkan ecleh peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dengan

nilai di atas 50% (lima puluh persen)

darl ekuitas Persercan, kecuali
tindakan tersebut termasuk dalam —_—__
transaksi material yang dikecualikan

oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku di bidang Pasar Modal;
melakukan transaksi yang mengandung -
benturan kepentingan sebagaimana ——__

ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan vang berlaku di Pasar Modal;
melakukan transaksi lain gquna

memenuhi dalam peraturan perundang-.
undangan yang berlaku di Pasar Modal;

melakesanakan penugasan khusus yang ——

diberikan oleh Pemerintah Pusat; ————
I—-.______-_-_-_‘
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(13

(14

e

| (16

T;:-;;;dirian Dana Pensiun dan/atau —— -

perubahan Peraturan Dana Pensiun — -

sebagaimana disyaratkan oleh ———————-

peraturan perundang-undangan.- - —————.
‘h. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

kalender sejak diterimanya permohonan -
atau penjelasan dan dokumen dari Direksi,
Dewan Komigaris tidak memberikan —
tanggapan tertulis, maka RUPS dapat — -

memberikan keputusan tanpa adanya - =

tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.

) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) dan ayat (12} Pasal ini yang ————
dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap —— ——-

mengikat Persercan sepanjang pihak lain dalam

perbuatan hukum tersebut beriktikad baik.--

} RUPS dapat mengurangl pembatasan terhadap —-
tindakan Dirsksi yang diatur dalam Anggaran
Dasar ini atau menentukan pembatasan lain
kepada Direksi selailn yang diatur dalam
Anggaran Dasar ini. e

| Eebijakan kepengurusan Perseroan ditetapkan -

dalam Rapat Direksi.-—————ceaaaa-_.o e
] Dalam rangka melaksanakan kepengurusan
Persercan, setiap anggota Direksi berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama ——— -
Direksi serta mewakilili Perseroan sesual - —-

dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan

Perseroan yang ditetapkan berdasarkan ——— .

-.'-\r-—.__________
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N

| Keputusan: 'Divelesd . - - o o

(17) Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan

{18} a.

kepengurusan Persercan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (15) Pasal ini, Direktur Utama
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan baik di

dalam maupun di luar Pengadilan, ——————

Apabila Direktur Utama tidak ada atau
berhalangan karena sebab apapun, hal mana
tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga,
maka Wakil Direktur Utama berwenang —-——.
bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta melaksanakan tugag Direktur Utama
atau Direktur Utama menunjuk secara ————-
tertulis salah satu anggota Direksi yang -
berwenang bertindak untuk dan atas nama
Direksi serta melaksanakan tugas Direktur
Utama dan/atau Wakil Direktur Utama
apabila pada saat bersamaan Wakil
Direktur Utama tidak ada atau
DOTTRT BICIATY i coivie o ittt s i s i i i i
Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada
atau berhalangan karena sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Wakil Direktur Utama
menunjuk secara tertulis anggota Direksi
yang berwenang melaksanakan tugas Wakil
Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama

menunjuk secara tertulis anggota Direksi .

—
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n———_'__-_-_

yang berwenang bertindak untuk dan atas -
nama Direksi serta melaksanakan tugas ———
Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur

Utama apabila terlebih dahulu Direktur --

Utama tidak ada atau berhalangan. ——————

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil ——-—.
Direktur Utama, maka dalam hal Direktur
Utama tidak ada atau berhalangan karena -
sebab apapun, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka - _
Direktur Utama menunjuk secara tertulies
anggota Direksi yang berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksl serta -

melaksanakan tugas Direktur Utama. ——

{19) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan

(20

(21

penunjukan, maka anggota Direksi terlama
dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan -
atas nama Direksi serta melaksanakan tugas

Direktur Utama. ! o

) Direksi untuk perbuatan tertentu atas

tanggung jawabnya sendiri, berhak pula - -
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan
tertentu tersebut yang diatur dalam surat

kvaga, ——mc —— — e . R

) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota

Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS -

tidak menetapkan pembaglan tugas dan wewenang

P——
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tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang —

di antara Direksi ditetapkan berdasarkan —— -

| keputusan Direksi.———eu
(22} Direksi dalam mengurus Perserocan melaksanakan
petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang —
tidak bertentangan dengan peraturan a
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar - -

e 1 e e =R

' (23) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ———-

@. terjadi perkara di Pengadilan antara
Fersercan dengan anggota Direksi yang ———
bBersangkutan; atau . -
|bi anggota Direksi yang bersangkutan ————

mempunyai Kepentingan yang berbenturan
dengan kepentingan Perseroan.--—-

‘tEQJDalam hal terdapat keadaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (23) Pasal ini, yang

berhak mewakili Persercan adalah:

'a. anggota Direksi lainnya yang tidak ———— ..
mempunyai benturan kepentingan dengan - -
Persercan; — . e il
‘h. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota

Direksi mempunyai benturan kepentingan -

yang bertentangan dengan kepentingan
Pergercoan; atan e e

’c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam -

hal seluruh anggota Direksi atau Dewan —-

Komisaris mempunyai benturan kepentingan
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(1)

(2)

13)

— s s

‘ (4)

‘ (5

I;;;;;;‘Eerseraan. _____________ B ST

- -RAPAT DIREKSI ——— —— e

NP, - F ¥ i . S — s —

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam
setiap bulan. « - e
Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi —-—————
bersama Dewan Komisaris secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Penyvelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
setiap waktu apabila:
a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih —
|anggata Dixekad e
b. atas permintaan tertulis dari seorang -—-—
!atau lebih anggota Dewan Komisaris. - ———
Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan
oleh anggota Direksi yang berhak mewakili ———
Direksi menurut ketentuan Pasal 12.
a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan
gecara tertulis dan disampaikan atau ————
diserahkan langsung kepada setiap anggota
Direksi dengan tanda terima vang memadai,
atau dengan pos tercatat atau dengan jasa
kurir atau dengan telex, faksimili atau —
surat elektronik (e-mail} paling lambat 5
{lima} hari kalender sebelum rapat ——————
diadakan, dengan tidak memperhitungkan

tanggal panggilan dan tanggal rapat atau

dalam waktu yang lebih singkat jika dalam
‘-_--"'---
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(6}

(7)

(8)

T;;;;;;; mendesak.

‘b. Pemanggilan seperti tersebut di atas - ———

tidak diperlukan untuk rapat yang telah -
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat -
Direksi yang diadakan sebelumnya atau -
apabila semua anggota Direksi hadir dalam

rapat. e e e v A ey

Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat (5)
Pasal ini harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat -
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -
di tempat lain di dalam wilayah Republik ——-
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha
Paergeroan. —- s e

Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur
Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir
atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama -
yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila -
pada saat yang bersamaan Wakil Direktur ————
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau ———
Direktur yang ditunjuk cleh Wakil Direktur
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila —-
pada saat yang bersgamaan Direktur Utama

tidak hadir atau berhalangan dan tidak
melakukan penunjukan.- . "
hpabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur

Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak —-

—_
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(9}

‘:mb

(11)

(12)

hadir atau berhalangan, maka salah seorang —-
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh

Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.—
Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan . ---
penunjukan, maka salah seorang Direktur yang
terlama dalam jabatan sebagai anggota - - -
Direksi vang memimpin Rapat Direksi. - ———————
Dalam hal Direktur yvang paling lama menjabat

sebagail anggota Direksi Persercan lebih dari
1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana -
dimaksud pada ayat (%) Pasal ini yang tertua

dalam usia yang bertindak sebagal pimpinan —.

Rapat Direksi. - . .
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam
Rapat Direksl hanva oleh anggota Direksi ———
lain berdasarkan surat kuasa. Seorang -—-

anggota Direksi hanya dapat mewakilil seorang

anggcta Direksi lainnya.

hnggota Direksi yang berhalangan untuk _
menghadiri suatu Rapat Direksi dapat —
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan —-
ditandatangani, kemudian disampaikan kepada -
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama
atau kepada anggota Direksi lainnya yang ———
akan memimpin Rapat Direksi tersebut,
mengenal apakah ia mendukung atau tidak ————
mendukung terhadap hal-hal yang akan
dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap —

sebagai suara vyang dikeluarkan dengan sah —-.

1--_—--'-"—-—-.
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(13}

(ls]

| (15)

(16}

(17)

e

dalam Rapat Diveksi, ——— .. . o o o -
Rapat Direksi adalah sah dan berhak ————-
mengambil keputusgsan yang mengikat apabila —_-
dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari —-
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi._
Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan,
maka dilakukan pemilihan ulang sehingga .
salah satu usulan mempercleh suara lebih —__.
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan, —o
Keputusan Rapat Direksl harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika —
keputusan berdasarkan musyawarah untuk —————
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang sah yang - ——
dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi -
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ———
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya dengan sah - -
dalam rapat tersebut. . —
Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui
usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak — -
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -

dikelvarkan dalam rapat.—— - =

(18) Pemungutan suara mengenai diri orang ———————
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(19) a.

-.—-——'-__-.
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -

tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ———.
mengenai hal lain dilakukan secara lisan, ——

kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa -

ada keberatan berdasarkan suara terbanyak

dari yang hadir. e i

Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam - -

|ayat (1) Pasal ini wajib dituangkan dalam

Risalah Rapat. Rigalah Rapat harus dibuat
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani cleh seluruh anggeota ———_-

Direksi yang hadir dan disampaikan kepada

seluruh anggota Direksi .
Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam —-
ayat (2} Pasal ini wajib dituangkan dalam
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang
ditunjuk cleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh ———-
anggota Direksi dan anggota Dewan —-.
ROMI ST T8 e i s o

Dalam hal terdapat anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ———
tidak menandatangani Hasil Rapat -

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -

huruf b, yang bersangkutan wajib ——ee—.
‘-_-"'-—-._
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| (2¢) a.

"_________—-

menyebutkan alasannya secara tertulis - __
dalam surat tersendiri yang dilekatkan ——
pada Risalah Rapat. ——————
Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b wajib S e
didokumentasikan oleh Perserocan.— . .
Risalah Rapat Direksi merupakan bukti -
yang sah untuk para anggota Direksi dan -
untuk pihak ketiga mengenai keputusan
yang diambil dalam Rapat yang ———————
bersangkutan. = R
Direksi dapat juga mengambil keputusan
yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi
dengan ketentuan semua anggota Direksi ——
telah diberitahu secara tertulis dan ————
semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan -
secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut. P
Keputusan yang diambil dengan cara ————
demikian mempunyai kekuatan yang sama -—-—-
dengan keputusan yang diambil dengan sah

dalam Rapat Direksi.

(21) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat ——_——. -

menghadiri rapat secara fisik, maka anggota
Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui
media telekonferensi, widec konferensi, atau
garana media elektronik lainnya, sesuai

dengan ketentuan vang berlaku. .

--_________-_-_‘
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{:;;:;;;iap anggota Direksi yang secara pribadi ——

dengan cara apapun, baik secara langsung ————
maupun secara tidak langsung, mempunyai -
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak
atau kontrak yang diusulkan dalam mana ————
Persercan menjadi salah satu pihaknya harus -
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu —
Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak
untuk i1kut dalam mengambil suara mengenai hal
yang berhubungan dengan transaksi atau -

kontrak tersebut.

—_——————————— —DEWAN KOMISARIS - o —

__________________ el A e

(1) a. Pengawasan Persercan dilakukan oleh Dewan
FKomisarlis yang jumlahnya disesuaikan
dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak
sama dengan jumlah anggota Direksi,
seorang di antaranya diangkat sebagai
Komisaris Utama, dan apabila diperlukan -

seorang di antaranya dapat diangkat =

sebagal Wakil Komisaris Utama.

|h. Dewan Fomisaris terdiri dari Komisaris
dan Komisaris Independen. —-— -
lc. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan

ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

‘lzinawan Fomisaris merupakan majelis dan setiap —

LEEEESEf Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
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pendiri-sendiri, melainkan berdasarkan —__

keputusan Dewan Komigaris., - —— .

(3) Fersyaratan anggota Dewan Komisaris wajib —__

| (4)

5]

{e)

mengikuti ketentwany- - .
B TR BN s o i i s

b, WUPT; — — o
€. peraturan perundang-undangan di bidang ——.

Pasar Modal; dan s e s L e

d. peraturan perundang-undangan lain yang

berlaku bagi dan yang terkait dengan —

kegiatan usaha Persercan. - - S
Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan —
Komisaris Perseroan adalah orang persecrangan
yang memenuhl persyaratan sesuai dengan
ketentuan. T IR R e eSS S S S
Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada
ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dibuktikan —_
dengan surat pernyataan yang ditandatangani -
oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat
tersebut disimpan oleh Perserocan.-

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, —____ S
pengangkatan anggota Dewan Komisaris
dilakukan dengan mempertimbangkan integritas,
dedikasi, pemahaman mengenai masalah ————— .
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan ——
salah satu fungsi manajemen, memiliki
pengetahuan yang memadai di bidang usaha ——_

Persercan, dan dapat menyediakan waktu yang -

._--_-__"'-—-.
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LF——'__-.-_-
cukup untuk melaksanakan tugasnya serta ——— -

persyaratan lain berdasarkan peraturan ————--
perundang-undangan. ——
{(7) Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan - -
diberhentikan oleh RUPS, di mana dalam RUPS -
tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus —
digetujui oleh Pemegang Saham Seri A ————
Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan -
dalam Anggaran Dasar ini. Para anggota Dewan

Fomisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang

diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna,

' pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -\ —
(8} Keputusan RUPS mengenal pengangkatan dan ——
pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga ——
menetapkan saat mulal berlakunya pengangkatan
dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS ——
tidak menetapkan, maka pengangkatan dan -
pemberhentian anggota Dewan Komisaris ——
tersebut mulail berlaku sejak penutupan RUPS

dengan memperhatikan ketentuan peraturan -

perundang-undangan. ——— e ————————
' (9) a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat - -
untuk jangka waktu terhitung sejak
tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya
dan paling lama sampal dengan penutupan -

RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah -

tanggal pengangkatannya, namun dengan ———
e g
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—
| tidak mengurangi hak dari RUPS untuk - —_
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para -
anggota Dewan Komisaris sebelum masa ——
Jabatannya berakhir,_____ __ eSS ——
Anggota Dewan Komisaris yang berakhir ——
masa jabatannya dapat diangkat kembali -
oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan

paling lama sampai dengan penutupan RUPS

Tahunan ke-10 (sepuluh).

| 110) Anggota Dewan EKomisaris sewaktu-waktu dapat

diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS -

idengan menyebutkan alasannya. ————

[[11} Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris

i .

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ————
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan - ——

antara lain: s s s

Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan
baik; S

Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini
dan/atau peraturan perundang-undangan;
Terlibat dalam tindakan yang merugikan
Persercan; —— e - . -
Melakukan tindakan yang melanggar etika —-
dan/atau kepatutan;

Telah ditetapkan sebagai tersangka ————
dan/atau terdakwa oleh aparat penegak

hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;

ljihhgifyatakan bersalah dengan putusan —--
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(12)

(13)

| (14)

(15}

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan -

| hukum yang tetap;-———————————

Mengundurkan diri; ————— S
Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh --.
RUPS demi kepentingan dan tujuan —— -
Perseroan. ——- U ——
Keputusan pemberhentian karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini
diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri, kecuali —————
pemberhentian karena alasan pada ayat (11]
huruf e, f, dan g.- oo i
Pemberhentian karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat {11) huruf c dan f Pasal
ini merupakan pemberhentian dengan tidak ————
ROEWRE .~ e B
Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan ————
Komisaris memiliki hubungan keluarga baik
sedarah maupun semenda dalam garis keturunan
lurus dan/atau ke samping sampal dengan
derajat kedua dengan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang ————
memberhentikan salah seorang di antara -————-
mereka . : osra
Pembagian kerja di antara para anggota Dewan
Komisaris diatur ocleh mereka sendiri, dan ———
untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris .
dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris

yang diangkat oleh Dewan Komisaris, —————— .

‘.-‘-_"'——-_
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T::;:—;;ahila pada suatu waktu oleh sebab apapun -

da.

terdapat satu jabatan atau lebih anggota - . _

Dewan FKomisaris lowong, maka:-. B

RUPS walib diselenggarakan untuk mengisi
jabatan lowong tersebut apabila —_—___
menyebabkan anggota Dewan Komisaris - ...
berjumlah kurang dari 2 (dua) salah - ___
satunya Komisaris Utama atau jabatan yang
lowong adalah Komisaris Utama;————— .

RUPS sebagaimana dimaksud huruf a -
diselenggarakan paling lambat 90
(sembilan puluh) hari kalender sejak ————

terjadinya lowongan jabatan sebagaimana

huruf a. i = S e

{17) Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun —

(i8] a.

seluruh jabatan anggota Dewan Komigaris
lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham —
Seri A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana - - -
tugas anggota Dewan FKomisaris untuk —— ——o
menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan
kewenangan yang sama, dengan ketentuan dalam
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari .
kalender setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan -

jabatan Dewan Komisaris tersebut. -

Seorang anggota Dewan Eomisaris dapat ———
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum
masa jabatannya berakhir dengan -

memberitahukan secara tertulis mengenai -

R
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—

maksudnya tersebut kepada Persercan,
Perserocan wajib menvelenggarakan RUPS ——-
untuk memutuskan permohonan pengunduran -
diri anggota Dewan Komisaris paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender
setelah diterimanya surat pengunduran - .-
AL PETEMIII .. vy e s sy e s
FPerserocan wajilb melakukan keterbukaan
informasi kepada masyarakat dan
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 -
(dua) hari kerja setelah diterimanya
permochonan pengunduran dirl anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam - _
huruf a avat ini dan hagil ———————______
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf b ayat ini. -

Sebelum pengqunduran diri berlaku efektif,
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
tetap berkewajiban menyvelesaikan tugas
dan tanggung jawabnya sesuail dengan ————-
Anggaran Dasar inli dan peraturan —————-—
perundang-undangan, ———
Terhadap anggota Dewan Komlsaris yang
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di
atas tetap dapat dimintakan
pertanggungjawabannya sebagai anggota -
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -

pengunduran dirinya dalam RUPS, —memee .
= e avny
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T;T-.;;;bebaﬂan tanggung jawab anggota Dewan

Komisaris vang mengundurkan diri —
diberikan setelah RUPS Tahunan —————— =
membebaskannya., ———- -
Dalam hal anggota Dewan Komisaris
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan -
jumlah anggota Dewan Fomisaris menjadi —-
kurang dari 2 (dua) orang, maka ——
pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah -
diangkat anggota Dewan Komisaris yvang ———
baru, sehingga memenuhi persyaratan - -

minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

(:Lﬂ} Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku

| a.

‘bl‘

jabatan rangkap sebagai:

Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau — -
Dewan Pengawas pada BUMN lain, anak ————_
perusahaan BUMN dan turunannya, dan badan
usaha milik daerah; dan/atau--

Jabatan lain sesuail dengan ketentuan - . _

peraturan perundang-undangan.

(2¢) Dalam hal sesecrang menduduki jabatan yang —
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan -

anggota Dewan FKomisaris Perserocan sebagaimana
dimaksud pada ayat (19) Pasal ini, maka yang

bersangkutan harus mengundurkan diri dari -
jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga .
puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan -

pada Perserocan, kecuali apabila berdasarkan -

‘_----_-‘-__-r
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e
peraturan perundang-undangan jabatan Dewan ——

Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan
pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan -

bariy vang ilarang . ————————————— e e

(21) Anggota Dewan Komisaris yang tidak ———————

mengundurkan diri dari jabatannya semula -

sebagaimana dimaksud pada ayat (20) Pasal ——-
ini, maka anggota Dewan Komisaris dimaksud —_
dianggap telah mengajukan pengunduran diri -
setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja -

sebagaimana disebutkan dalam ayat (20) Pasal

B e e e

Jabatan anggota Dewan Komisaris berhent:i — -
apabila:
a. meninggal dunia atau berhalangan tetap; —

b. masa jabatannya berakhir; —-. -

¢. diberhentikan sebelum masa jabatannya
berakhir karena tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagal anggota Dewan -
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4] Pasal ini;

d. diberhentikan RUPS; atan. ..

e. pengunduran dirinya telah efektif, ———a——-
sebagaimana dimaksud dalam ayat (18) ————
huruf b Pasal ini. N ———

Bagl anggota Dewan Komisaris yang berhenti -

sebelum maupun setelah masa jabatannya -

berakhir kecuali berhenti karena meninggal

dunia, maka yang bersangkutan tetap ——— -
“-_-___---_
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(24)

(1)

bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya —
yang belum diterima pertanggungjawabannya ———
oleh RUPS. —— S —
Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium.
dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan
asuransi purna jabatan yang jenis dan ————
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan -
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-_

undangan. S e

-TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

e e e -Pasal 15 - i
Dewan Fomisaris bertugas melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya baik mengenai -
Perseroan maupun usaha Perseroan vang —————
dilakukan oleh Direksi serta memberikan —-
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang,
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta —
ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan -
RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku, untuk kepentingan Persercan dan —_
sesual dengan maksud dan tujuan Persercan.--——
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, maka:--

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: - -
]1; memeriksa buku, surat, dokumen
lainnya, memeriksa kas untuk ___

keperluan verifikasi dan lain-lain --
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7)

8/

2)

‘______—-_

surat berharga dan memerikesa kekayaan
Pergeroan; - e e T e T S
memasukl pekarangan, gedung, dan ————

kantor yang dipergunakan oleh ———— -

PEEBAT RN e SR
meminta penjelasan dari Direksi ————-
dan/atau pejabat lainnya mengenai - ——
segala perscalan yang menyangkut

pengelolaan Perseroan; ——————————

mengetahul segala kebijakan dan .
tindakan yang telah dan akan - -
dijalankan oleh Direksi; . ___
meminta Direksi dan/atau pejabat ———-
lainnya di bawah Direksi dengan - ————
sepengetahuan Direksi untuk

menghadiri Rapat Dewan Komisaris;

mengangkat dan memberhentikan seorang
Sekretaris Dewan Komisaris;
memberhentikan sementara anggota ————
Direksl sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini; SE e S 1S B,
membentuk EKomite Audit, Komite
Remunerasi dan Nominasi, Komite
Pemantau Risiko, dan komite lainnya -.
jika dianggap perlu dengan
memperhatikan kemampuan Perseroan; -
menggunakan tenaga ahli untuk hal
tertentu dan dalam jangka waktu ————

tertentu atas beban Persercan, jika -

—
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10)

I

-

‘131

_..-—-_-'-__-_

dianggap perlu dan dengan —————-——
memperhatikan ketentuan yang berlaku;
melakukan tindakan pengurusan ——— -
Persercan dalam keadaan tertentu __
untuk jangka waktu tertentu sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
menyetujul pengangkatan dan ——— .
pemberhentian Sekretaris Perusahaan
dan/atau Kepala Satuan Pengawas
Intern setelah mendapatkan ———————

persetujuan Pemegang Saham Seri B —_

Terbanyak terlebih dahulu;
menghadiri Rapat Direksi dan
memberikan pandangan terhadap hal
yang dibicarakan; - A
melaksanakan kewenangan pengawasan -
lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
serta peraturan vang berlaku di

bidang Pasar Modal, Anggaran Dasar ——

ini, dan/atau keputusan RUPS;

‘h. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -

|1]

|21

memberikan nasihat kepada Direksi
dalam melaksanakan pengqurusan - _
Persercan; - st e g
memberikan pendapat dan persetujuan -
Rencana Jangka Panjang Perserocan dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

tahunan, serta rencana lainnya, yang -

--_--'-——-.-
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p——
disiapkan Direksi, sesuail dengan - ——

ketentuan Anggaran Dasar ini; ————-

3) mengikuti perkembangan kegiatan ————
Persercan, memberikan pendapat dan - -
saran kepada RUPS mengenai setiap ——-
masalah yang dianggap penting bagi -
kepengurusan Persercan; ————————————
|4J melaporkan kepada Pemegang Saham Seri

B Terbanyak apabila terjadi gejala -

menurunnya kinerja Persercan;
|5! mengusulkan kepada RUPS penunjukan
Akuntan Publik yang akan melakukan
pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
’E] meneliti dan menelaah laporan berkala
dan Laporan Tahunan vang disiapkan ——
Direksi serta menandatangani Laporan
ok b o o O P RO S S F = R L LT R
7) memberikan penjelasan, pendapat, dan
saran kepada RUPS mengenai Laporan
Tahunan, apabila diminta; - - —

8) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris

dan menyimpan salinannya;

3} melaporkan kepada Perseroan mengenai
kepemilikan sahamnya dan/atau Siiatia
keluarganya pada Persercan dan
persercan lain; — o _
10} memberikan laporan tentang tugas - -

pengawasan yang telah dilakukan ——

selama tahun buku yang baru lampau —-
——

100



._.—-—-_-_--_
kepada RUPS) ——— o - o o ol 3

11) memberikan penjelasan tentang segala

hal yang ditanyakan atau yang diminta
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan
memperhatikan peraturan perundang--—-
undangan khususnya yang berlaku di -

bidang Pasar Modal;

12) Menyampaikan laporan triwulanan — -
mengenali kinerja Persercan termasuk
realisasi Indikator Einerja Utama
kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;--

13} Menyusun Piagam Dewan Komisaris (BOC -
Charter) dan Tata Hubungan Dewan
Komisaris Perseroan dan Dewan —
Komisaris anak perusahaan Perseroan
dan lainnya dengan memperhatikan ————
peraturan perundang-undangan ————————

khususnya ketentuan di bidang Pasar -

Modal; - e T e X
14} melaksanakan kewajiban lainnya dalam -
rangka tugas pengawasan dan pemberian
nasihat, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, -

Anggaran Dasar ini, dan/atau

keputusan RUPS.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap -

anggota Dewan Komisaris harus: -

a. mematuhi Anggaran Dasar ini dan peraturan
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perundang-undangan serta prinsip —-——————
profesionalisme, efisiensi, transparansi,

kemandirian, akuntabilitas, ——--

b.
|

pertanggungjawaban, serta kewajaran;- -
beriktikad baik, penuh kehati-hatian dan -
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada

Direksi untuk kepentingan Persercan dan

sesual dengan maksud dan tujuan —————— -

Pergeroan. — s

(4) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajilb

{5) a.

menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS
lainnya sesuai dengan kewenangannya ———————-
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan dan Anggaran Dasar ini.

Setiap anggota Dewan Komisaris ———————-
bertanggung jawab secara tanggung renteng
atas kerugian Persercan yang disebabkan
cleh kesalahan atau kelalaian anggota ——
Dewan Komisaris dalam menjalankan ————.
AT RRIRAYI S oo i S i S e i e e A
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat ———
dipertanggungjawabkan atas Perserocan
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ——
ini apabila dapat membuktikan: ——e————o.
1. kerugian tersebut bukan karena —— ———

[keaalahan atau kelalaiannya;

2. telah melakukan pengawasan dengan ——

|iktikad baik, penuh tanggung jawab, -.
‘l-—--"'--—.
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s
dan kehati-hatian untuk kepentingan

dan sesual dengan maksud dan tujuan

Perseroany ——0 o - ==
3. tidak mempunyai benturan kepentingan

baik langsung maupun tidak langsung -
atas tindakan pengawasan yang —————__

mengakibatkan kerugian; dan ———————

‘4. telah mengambil tindakan untuk —
mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut., —

———————RAPAT DEWAN EKOMISARIS —— e
----------------- Pagal 16 —ee
Segala keputusan Dewan Komisaris diambil -
dalam Rapat Dewan Komisaries. -
Dewan Komisaris wajlb mengadakan rapat paling
kurang 1 (satu) kali dalam 1 (gatu) bulan. - --
Dewan FKomisaris wajib mengadakan rapat - -
bersama Direksi secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat —
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau -.
beberapa anggota Dewan Komisaris atau
Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan

it o e e e s e

[5)

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus
dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal -
Fomisaris Utama berhalangan, hal mana tidak —-

perlu dibuktikan kepada pihak manapun, -

pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil ———— -

‘-—-—_-'-'--—-_
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Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris —-

Utama berhalangan karema sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak

manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan

oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-—.
(6) Apabila Komisaris Utama tidak ada atau
berhalangan karena sebab apapun, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga
dan tidak ada Wakil FKomisaris Utama, maka ———
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota

Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam

Rapat terpebut e o o o e o
(7) a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus
dilakukan secara tertulis dan disampaikan
atau diserahkan langsung kepada setiap
anggota Dewan FKomisaris dengan tanda ———
terima yang memadai, atau dengan pos ————
tercatat atau dengan jasa kurir atau
dengan telex, faksimili atau surat
elektronik (e-mail) paling lambat 5

{(lima) hari kalender sebelum rapat —
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -—.
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, ——
atau dalam waktu yang lebih singkat jika -
dalam keadaan mendesak. - - __
b. Pemanggilan seperti tersebut di atas —
tidak diperlukan untuk rapat yang telah
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat —-

Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
.__-'-_"'-—-__
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{8) Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat —
(5) Pasal ini harus mencantumkan acara, —--————
tanggal, waktu, dan tempat rapat. Rapat Dewan
Komisaris diadakan di tempat kedudukan ——
Persercan atau di tempat lain di dalam -

wilayah Republik Indonesia atau di tempat -

kegiatan usaha Perseroan,

|[9} Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh .-
‘HBMiEETiH DT N e s s e i e e A A
' (10)a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir
atau berhalangan, maka Wakil Komisaris
Utama yang memimpin Rapat Dewan
Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris —-
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang
memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila ——
pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris -
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ——
oleh Wakil Komisaris Utama yvang memimpin -
Rapat Dewan Komisaris apablla pada saat —-
vang bersamaan Komisaris Utama tidak
hadir atau berhalangan dan tidak —————
melakukan penunjukan, ————— e et
b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil -
Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris
Utama tidak hadir atau berhalangan, maka
Rapat Dewan Komisaris dipimpin cleh e

segrang anggota Dewan Komisaris lainnya —

vang ditunjuk cleh Komisaris Utama. ————
"'———.________-_-
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r:::;ﬂ;;lam hal Komisaris Utama tidak melakukan -
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang
paling lama menjabat sebagal anggota Dewan ..
Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat -
Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komlsaris adalah
sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili

| oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah -

anggota Dewan Fomisarip. ————————————————u-
(12) Dalam hal anggocta Dewan Komisaris vang ————-
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan -
Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka — -
aniggota Dewan Komisarie sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam

usia bertindak sebagali pimpinan rapat.———

{13) Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, -
maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah
satu usulan mempercleh suara lebih dari 1/2 —.

(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -

i e b b B o - S —
{14) Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota-
Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) -
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk —————
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang
diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.

{15) Suara blanko (abstain} dianggap menyetujui —.

usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang

tidak sah dianggap tidak ada dan tidak

dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -.
'—-________-_--_
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(16)

e
| dikeluarkan dalam rapat. Seln

Pemungutan suara mengenal dirl orang i i
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
mengenal hal-hal lain dilakukan secara lisan,
kecuali Ketua Rapat mensntukan lain tanpa ada
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari
pany Rl o P o
} Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus i
diampil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan —-
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) —-
bagian dari jumlah suara yang sah yang —————

dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan,---

{18)a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) Pasal ini wajib dituangkan dalam
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat
oleh seorang yang hadir dalam rapat yang -
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan

Komisaris yang hadir dan disampaikan —--—-

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, ——
b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3} Pasal ini wajib dituangkan dalam
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat

oleh seorang yang hadir dalam rapat yang -

ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian -
J-‘-_-'-_"'—-—-
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(19) a.

-.————'__-_._.

ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir

dan disampaikan kepada seluruh anggota -

Dewan Komisaris dan anggota Direksi,-—————
Dalam hal terdapat anggota Dewan ——————— S
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
tidak menandatangani hasil rapat

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan - -

| huruf b, yang bersangkutan wajib ———

menyebutkan alasannya secara tertulis ———
dalam surat tersendiri yang dilekatkan ——.
pada risalah rapat.— - - _
Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b ayat ini wajib -

didokumentasikan oleh Persercan., - ———

Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan —-
bukti yang sah untuk para anggota Dewan -—-
Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yvang diambil dalam Rapat yang
bergangkutan, —————

Dewan Komisaris dapat juga mengambil ——
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Dewan Komisaris dengan ketentuan semua ——
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu -
secara tertulis dan semua anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan mengenai

usul yang diajukan secara tertulis serta -

menandatanganl persetujuan tersebut.

lE;‘HEf?utusan yang diambil dengan cara —————-
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a-—-—-_-_-_-_

demikian mempunyai kekuatan yang sama

dengan keputusan yang diambil dengan sah

dalam Rapat Dewan Komisaris., ————— ————.

(20) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ————

dapat menghadiri rapat secara fisik, maka

anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri
rapat dengan melalui media telekonferensi, - -
video konferensi, atau sarana media —————

elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. - ——— —

| (21) Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara

{2)

pribadi dengan cara apapun, baik secara ——-———
langsung maupun secara tidak langsung, —————
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,

kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam — —

mana Perserocan menjadi salah satu pihaknya,

harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam -
suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak .
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai —-

hal-hal yang berhubungan dengan transaksi

atau kontrak tersebut.

——————— RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN — -
S B R e ¢ -y - 3T L Fo

(1) Direksi wajib menyusun rancangan Rencana ———

Jangka Panjang (REJP) dengan berpedoman pada
Peta Jalan BUMN sesual dengan ketentuan ———— -
peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Rancangan Rencana Jangka Panjang Persercan —-

sekurang-kurangnya memuat ; ——

‘-_-_-'-'--—-
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p——

a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya; -
b. posisi Persercan gaat ini; - ————
¢. asumsi-asumsi yang dipakai dalam ———
Pengurusan; ——-

d. misi Perserocan, sasaran usaha, strategi —-

usaha, kebijakan Persercan, dan program —-

e, anggaran perusahaan yang dirinci atas

setiap anggaran program kerja; dan-—— -

f. proyeksi keuangan Persercan, - .

‘{31 Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disusun

1 (4)

(5)

Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini disetujui oleh RUPS. — —— e e .
Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan
¥omisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
Rancangan Eencana Jangka Panjang Perseroan —-—
yang telah ditandatangani oleh geluruh ——
anggota Direksl dan Dewan Komisaris —————
disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa -
sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini,
paling lambat 920 (sembilan puluh) hari -
kalender sebelum dimulainya tahun buku
pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau
dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan khususnya ketentuan di ———

bidang Pasar Modal, untuk mendapatkan —(—————-

PEYBECHIUAN, et e e e e e e e s
—
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TI;:#;;;ﬂaﬂgan Rencana Jangka Panjang Perseroan ——

(1)

disetujui paling lambat 30 (tiga puluh] hari
kalender sebelum dimulainya tahun buku ——___
pertama Rencana Jangka Panjang Persercan atau
dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan khususnya ketentuan di —__

bidang Pasar Modal., — oo

————HRENCANA EERJA DAN ANGGARAN PERUSAHARN

APy Pasal 18

Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan ————

Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun

buku, yang sekurang-kurangnya memuat:;

4. mlisl, sasaran usaha, strategi usaha,
kebijakan perusahaan, dan program
kerja/peniatan,; - - . o

b. anggaran Persgserocan yang dirinci atas - -

setiap anggaran program kerja/kegiatan; —

c. proyeksl keuangan Persercan dan anak

perusabaannya; ——— ———

d. Program Kerja Dewan Komisaris;

e. Program pemerintah yang dilaksanakan - -
|terma5uk pemigasan Khusus; —— e

£. Rencana Restrukturisasi (apabila ada);

g. Program tanggung jawab sosial dan ——____
|1ingkungan;__h... PEpa—

h. Manajemen Rigiko; ...

i. Penjabaran rencana strategis TI BUMN; dan-

j. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan -

Dewan Komisaris, - ———
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{2)

[ (3)

‘{4:

(S)

| (6)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yvang ——
disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini disetujui oleh RUPS. — ——
Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2]
Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan — ———
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan -
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja
Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang —— -
tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan ——
Anggaran Perusahaan yang disusun oleh Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada
Dewan Komisaris sebagaimana ayat (3) Pasal ——
ini, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang telah ditandatangani oleh
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada —-
Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga ————-
puluh} hari kalender sebelum tahun buku baru -
dimulai, atau dalam waktu yang ditetapkan - -
dalam peraturan perundang-undangan yang ——— —
berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan

KomMigSarig. «

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran ———————
Perusahaan disetujul oleh RUPS atau Dewan

Komisaris (dalam hal kewenangan RUFS —————
dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana
ayat (3) Pasal ini) paling lambat 30 (tiga —-—

puluh} hari kalender setelah tahun anggaran

—_
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(7

(2}

I

Fersercan berjalan (tahun anggaran Rencana ——
Kerja dan Anggaran Perusahaan yang - ——— .
bersangkutan) atau dalam waktu yvang ————————-
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
vang berlaku. -

Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan —— ——-—
Anggaran Perusahaan belum disetujui oleh RUPS
atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu ——-
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini,

maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ——

tahun sebelumnya yang diberlakukan. - ————— .

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
[satu) Januari sampai dengan tanggal 31 {(tiga
puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada
akhir Desember tiap tahun, buku-buku ——— .
Perseroan ditutup.

Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang

memuat sekurang-kurangnya:————— ——

a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun

non konsolidasi yang terdiri atas —  ————.
sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku
yvang baru lampau dalam perbandingan dengan
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi -
dari tahun buku yang bersangkutan, laporan
arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, -

berikut catatan atas laporan keuangan ———

a1 o S — .
——
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I (3)

(&)

b, Laporan mengenai kegiatan Perseroan; - -

¢. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum —-
dan Peta Jalan BUMN yang memperhatikan ——-
keberlanjutan keuangan Perserocan;

d. Laporan pelaksanaan program pemerintah -

termasuk Penugasan FKhusus, jika ada;-——--

e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika

f. Laporan pelaksanaan Tangqung Jawab Sosial

dan Lingkungan, jika ada;
’g. Rincian masalah yang timbul selama tahun

buku yang mempengaruhi kegiatan usaha ———
POTHB DRI — e e e s s e et it e it o b s e
IIL Nama anggota Direksi dan anggota Dewan — -

Komigaris; dan—. .. . .

i, Penghasilan bagi anggota Direksi dan
[anggﬂta Dewan Komisaris untuk tahun yang -
baru lampau.

Dewan Komisaris wajib menyusun laporan ——__

mengenal tugas pengawasan vang telah -

dilaksanakan cleh Dewan Komisaris selama -

tahun buku yang baru lampau yang menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Tahunan yang disusun cleh Direksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Pasal ini. - ————.
Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan
Keuangan yang telah diaudit cleh Akuntan .

Publik, yang telah ditandatangani oleh ——___

seluruh anggota Direksi disampaikan kepada - -

G Ty
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_'__._____._-—-

Dewan Komisaris untuk ditelaah dan - ————-
ditandatangani sebelum disampaikan kepada -
RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan —————-
pengesakan, — - - . - - e i
' (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini yang telah ditandatangani
oleh semua anggota Direksi dan semua anggota .
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ————
kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima)

bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan - -.

memperhatikan ketentuan yang berlaku. ———————
(6) Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani Laporan -
Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya
gsecara tertulis atau alasan tersebut
dinyatakan oleh Direksi dan/atau Dewan ——— -
Komisaris dalam surat tersendiri yang —————
dilekatkan dalam Laporan Tahunan., —————————-
{7} Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau -
anggota Dewan Komisaris yang tidak —— -
menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dan tidak —-
memberi alasan secara tertulis, yvang — .

bersangkutan dianggap telah menyetujui isi —-

Laporan Tahunan.---- U ——
(8) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ——-
pengesahan laporan keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan

oleh RUPFS paling lambat pada akhir bulan ——-
‘-_-_-_-'-——-.
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|{s;

(10

(11

(12

T;;;:;;_setelah tahun buku berakhir, E e T

Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk - ————
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ——-—
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan

keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh -

RUPS Tahunan.. — PP T ——

) Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ——-
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan -
pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS ———— -
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan —
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut ternyata dalam ————-
Laporan Tahunan, termasuk laporan keuangan,
laporan tugas pengawasan oleh Dewan —

Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang

BT LAKEL . e o e e e e e e e e e -

) Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini
harus disediakan di kanter Perseroan sejak ——

tanggal pemanggilan sampail dengan tanggal —--

pelaksanaan RUPS Tabhunan.
) Persercan wajib mengumumkan Neraca dan

Laporan Laba/Rugi melalui situs web Bursa —

Efek dan menyediakan Laporan Keuangan ——————

tersebut pada situs web Persercan dalam

Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -

. = e
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[ —
ketentuan bahasa asing yang digunakan adalah

paling sedikit Bahasa Inggris, sebagaimana

diatur dalam peraturan di bidang Pasar Mecdal.
e e e e B BB A e e e

Pasal 20

(1} Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang
memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Perugahmmn: oo L f g e
‘EE} Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini meliputi laporan —————_

triwulanan dan Laporan Tahunan. - ———eecm e e
‘{3} Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud -
pada ayat (2) Pasal ini, Direksi sewaktu-.

waktu dapat pula memberikan laporan khusus

kepada Dewan Kcemisaris. -
]{Ij Laporan berkala dan laporan lainnya ——————-
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat -
{3) Pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi
dan tata cara penyusunan sesuai dengan - -
ketentuan peraturan perundang-undangan serta
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
di Indonesin: ——— e
(5} Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan

kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kalender setelah berakhirnya —---

periode triwulanan tersebut, -
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .

—————————————————— Fagal 2l —— e

{1) RUPS dalam Persercan adalah: - -« .
-i_______--_--_-

117



‘ (2)

(3)

4]

[:;TF;;;% Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam -

FaunT B0 e e

‘h. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan ———

sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan

sebagaimana diatur dalam Pasal 23. . ___
Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar
ini berarti baik yaitu RUPS Tahunan maupun ——
RUPS lainnya, kecuali dengan tegas dinyatakan
lain.

Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan OJE mengenai rencana dan
penyelenggaraan RUFS Persercan, Persercan ——-
dapat melaksanakan RUPS secara elektronik — -
(vang dimaksud RUPS elektronik adalah -
pelaksanaan RUPS coleh Perserocan dengan
menggunakan media telekonferensi, video
konferensi atau sarana media elektronik —
lainnya) sesual dengan peraturan di bidang
i 0l e |2 SO
Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat —-—-
dilakukan dengan menggunakan: ————————

4. Sistem penyelenggaraan RUPS secara
elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh
penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian yvang ditunjuk oleh - - .

regulator di bidang Pasar Modal atau

pihak lain yang disetujui OJK;

| b. Sistem yang disediakan oleh Persercan. ——

iiiL_EifEksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan ——-
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' (8)

e
RUPS laimnnya. RUPS dapat diselenggarakan atas

permintaan pemegang saham atau Dewan - ——
Komisaris dengan memperhatikan ketentuan
dalam ayat (6) Pasal ini, - - P

Permintaan penyelenggaraan RUFS oleh Pemegang
Saham atau Dewan Komisaris: - —————

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan ——

stas parwintsens o o o

i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;

ii. permintaan seorang atau lebih ———— s
Pemegang Saham yang baik sendiri atau
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per

sepuluh} atau lebih dari jumlah ——

seluruh Saham yang telah dikeluarkan

Persercan dengan hak suara yvang sah,
dengan memenuhi ketentuan Anggaran --

Dasar ini dan peraturan perundang--——

undangan; atau

iii. Dewan Komisaris. - i
|b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada ———
huruf a ayat ini diajukan kepada Direksi -

dengan surat tercatat disertai alasannya.-

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada

huruf b ayvat ini yang disampaikan oleh ——
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam
huruf a butir i dan ii ayat ini, ——
ditembuskan kepada Dewan Komisaris, ——— -
d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada -———

huruf a harus: - : .
_'—'—-_______-__-
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._-'_____-—-_

i. dengan iktikad baik;

ii. mempertimbangkan kepentingan
Fersercan;

iii., merupakan permintaan yang —————ee—e-

membutuhkan keputusan RUPS; —(— ———__

iv., disertai dengan alasan dan bahan
terkait hal yang harus diputuskan
o i B T b e e el e 10 S e ie Yt e L
|v. tidak bertentangan dengan peraturan -
perundang-undangan dan Anggaran ———-
DREBEE T TITL 5 e crw il e ettt st petet it e b
‘e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a
butir i dan ii ayat ini harus merupakan
permintaan yang membutuhkan keputusan ———
RUPS dan menurut penilaian Direksi telah
memenuhi persyaratan dalam huruf d ayat .

inl. N S T = S L e L

f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -
kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari
kalender terhitung sejak tanggal —
permintaan penyelenggaraan RUPS —— —————.
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ——
ini diterima Direksi.

g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan .
mata acara rapat dan surat tercatat - - -

sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat

ini dari pemegang saham atau Dewan
T
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l-—-_-_-_-_._-.

Komisaris kepada CJE paling lambat 5 —__
(lima) hari kerja sebelum pengumuman - -

sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat -

h. Dalam hal Direksi tidak melakukan —————-
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf £ ayat ini, atas usulan Pemegang - -
Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a .
butir i dan ii ayat ini, dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
kalender terhitung sejak tanggal - -—-

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima -

Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

1) terdapat permintaan penyelenggaraan —

RUPS dari Pemegang Saham yang tidak —

diselenggarakan; dan
2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
i. Dalam hal Direksi telah melakukan ——-———
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ——-
huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 - ——
{lima belas) hari kalender telah
terlampaul, Pemegang Saham dapat ————— —
mengajukan kembali permintaan —————————-
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam huruf a butir i dan ii ayat ini
kepada Dewan Komisaris,———— ————
j. Dewan Komisaris wajlib melakukan -

pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham - —

paling lambat 15 (lima belas) hari —————-
--—-__-'"--——
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e
kalender terhitung sejak tanggal ——-——..

permintaan penyelenggaraan RUPS pada ————
huruf i ayat ini diterima Dewan —
Komisaris. -

Dewan Komisaris wajib menyampaikan — —————
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam - .

huruf j ayat ini. S

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15 -
(lima belas) hari kalender sebagaimana ——
dimaksud dalam huruf j ayat ini, Dewan ——
Komisaris wajib mengumumkan: -

1} terdapat permintaan penyelenggaraan

RUPS dari Pemegang Saham yang tidak

diselenggarakan; dan—— ————
2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS,
dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam - -
huruf 1 ayat ini atau jangka waktu 15 - -
(lima belas) hari kalender telah
terlampaui, Pemegang Saham dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya
RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan untuk menetapkan pemberian 1zin

diselenggarakannya RUPS sebagaimana —————

dimaksud dalam huruf a butir i dan i1 ———

—
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Pemegang saham yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk ———— —
menyelenggarakan RUPS sebagaimana ——-————-
dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib -
menyelenggarakan RUPS. —
Dalam hal Direksi tidak melakukan -
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ———-
dalam huruf £ ayat ini atas usulan Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -
huruf a butir iii ayat ini, dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
kalender terhitung sejak tanggal —————.
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima

Direksi, Direksi wajib mengumumkan:

—

1} terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari Dewan Komigaris yang tidak
digelenggarakan; dan———— —— —— .

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

Dalam hal Direksi telah melakukan - ———-

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 ——

{lima belas) hari kalender telah .

terlampaui, Dewan Komisaris — ——

menyelenggarakan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan —————— -
pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham ———
paling lambat 15 (lima belas) hari ——

kalender terhitung sejak tanggal —————- -

—_
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pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ——-—
huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 ———
(lima belas) hari kalender sebagaimana -
dimaksud dalam huruf p ayat ini telah --.
texlampauvsy . —— - o
Dewan Komisaris wajib menyampaikan —-
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ———
hnral o mval 1INt
Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam huruf f dan g ayat ini, ——
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud
dalam huruf j dan huruf q ayat ini dan -
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam
huruf m ayat ini, wajib dilakukan sesuai
dengan prosedur penyelenggaraan RUPS ——
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK —-
dan Anggaran Dasar ini.,-
selain memenuhi prosedur RUFS sebagaimana
dimaksud dalam huruf s ayat ini, dalam ——
pemberitahuan mata acara RUPSE wajib
memuat juga informasi: —— e
1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan ——
atas permintaan Pemegang Saham dan
nama Pemegang Saham yang mengusulkan -
gerta jumlah kepemilikan Sahamnya ——-

pada Persercan, jika Direksi atau -—-

Dewan Komisaris melakukan RUPS atas
| Dot
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permintaan Pemegang Saham; — .
2) menyampaikan nama Pemegang Saham —- ..
serta jumlah kepemilikan Sahamnya .
pada Perseroan dan penetapan Ketua ——
Pengadilan Negeri mengenai pemberian -
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
dilaksanakan Pemegang Saham sesuail
dengan penetapan Ketua Pengadilan -
Negeri untuk menyelenggarakan RUPS; —.

ace ... . . e e -

3) penjelasan bahwa Direksi tidak
melaksanakan RUPS atas permintaan
Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris

melakukan sendiri RUPFS yang ———————

diusulkannya. S i s S Ao e

--—RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN —— —————

RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun,
setelah tahun buku berakhir sesuai ketentuan
perundang-undangan. ——— e
Dalam RUPS Tabhuan: ————e——— .- 5=
a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan,
|Eehagaimana tersebut pada Pasal 20; -
b. Direksi wajib menyampaikan usulan ————
penggunaan laba bersih Perserocan, jika
Perseroan mempunyai laba positif; ———— ——
c. dilakukan penunjukan Kantor Akuntan - -———
Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana

yang diusulkan oleh Dewan Komisaris,
s
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e
untuk melakukan audit atas Laporan —----

Keuangan Perseroan tahun berjalan, — -
termasuk audit pengendalian internal atas
pelaporan keuangan; sesual ketentuan yang
berlaku dari otoritas Pasar Modal di ————.
tempat saham Perserocan terdaftar dan/atau
dicakathkan: - - . o e
[dd Direksi dapat mengajukan hal-hal lain

demi kepentingan Persercan sesuai dengan -

ketentuan Anggaran Dasar ind. - ————— e

‘EEI Persetujuan Laporan Tahunan termasuk ——————-
pengesahan Lapcran Keuangan serta laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris yang ———-
dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan —
pelunasan dan pembebasan tanggqung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris atas pengurusan dan B
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut .-
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan

Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, —-———

penipuan dan tindakan pidana lainnya.-——

(4) Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik -
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ————
memberikan jasa audit atas informasi keuangan
historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS -

dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal. —— —————

{5) Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk ————— ..
“-——-—_______‘-
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Sz
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor ———

Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan
kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk ——
memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik -
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah -
ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik -
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, — -
dengan memperhatikan peraturan di bidang —— -

Pasar Modal.

e RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA —————

* Pasal 23

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk —————__

kepentingan Persercan. ———————

————--TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, - _
| - PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN
| — -RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ———
S . -~ -1l [ R —
{1} Persercan wajib menentukan tempat dan waktu -
!panyelenggaraan RUPS.
{2) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara

Republik Indonesia yaitu diadakan di: ——————.

a. tempat kedudukan Persercan; - -———

b. tempat Persercan melakukan kegiatan usaha
A I g e e i
|c. ibu kota provinsi dimana tempat kKedudukan

atau tempat kegiatan usaha utama

Perserpan; atal— e e e e e

Jii;HEfffinEi tempat kedudukan Bursa Efek -———-.
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r;;;;;;-saham Pergercan dicatatkan, —————-

|t3! Dalam menyelenggarakan RUPS, Persgercan wajib

memenuhi ketentuan sebagai berikut:- —

b.

g

menyampaikan pemberitahuan mata acara ———
rapat kepaéa K} ——m 0 e
melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang
{2 1P T PR o - oy S P S A M S S e
melakukan pemanggilan RUPS kepada

|Pemegang Saham.

‘Edl Pemberitahuan RUPS kepada OJE dilakukan - -

dengan ketentuan sebagai berikut: ——————————

da,

Persercan wajib terlebih dahulu ———— .
menyampaikan pemberitahuan mata acara ———
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) -
hari kerja sebelum pengumuman RUPS,
dengan tidak memperhitungkan tanggal ———-
pengumuman RUPS;

mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini wajib diungkapkan secara
jelas dan rinci; —
dalam hal terdapat perubahan mata acara -
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b —-
ayat ini, Persercan wajib menyampaikan
perubahan mata acara dimaksud kepada OJEK -
paling lambat pada saat pemanggilan RUES;.
ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat .
ini mutatis mutandis berlaku untuk
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh -

Pemegang Saham yang telah mempercleh - . .

-_---"-"-—-
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penetapan pengadilan untuk - —— ———

menyelenggarakan RUPS sebagaimana ——

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n.
{5) Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan —-
sebagai berikut: ——v- .
a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada Pemegang Saham paling lambat 14
(empat belas) hari kalender sebelum ————-
pemanggilan RUPS, dengan tidak - —ceuaeeo

memperhitungkan tanggal pengumuman dan ——

tanggal pemanggilan; ————-

|b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a ayat ini paling kurang memuat: —-—
1) ketentuan Pemegang Saham yang berhak

Ihﬂdir dalam RUPS; ————— — e

2} ketentuan Pemegang Saham yang berhak
|mﬂnguaulkan mata acara RUPS; S

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ——

4) tanggal pemanggilan RUPS. — -~
|c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas ——— -
permintaan Pemegang Saham atau Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ————
Pasal 21 ayat (6}, selain memuat hal yang
disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini wajib memuat infcormasi bahwa
Persercan menyelenggarakan RUPS karena - -

adanya permintaan dari Pemegang Saham - ——

atau Dewan komigsaris; ———e——————— .
e
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T;T-J;;;am hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,
selain informasi sebagaimana dimaksud — -
dalam huruf b dan huruf c ayat ini, dalam
pengumuman RUPS wajib memuat juga —————-
keterangan:; —————e————- R PSSR e
1) RUPS selanjutnya yang direncanakan ——
akan diselenggarakan jika kuorum
kehadiran Pemegang Saham Independen
vang disyaratkan tidak diperoleh -

dalam RUPS pertama; dan

'2} pernyataan tentang kuorum keputusan —.

yvang disyaratkan dalam setiap rapat.
Pengumuman RUPS vyang perlu dihadiri oleh .
Pemegang Saham Independen dilakukan
dengan mengikuti ketentuan peraturan di
bidang Pasar Modal; - ey Rt A
Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d ayat ini mutatis mutandis berlaku
untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS
cleh Pemegang Saham yang telah memperocleh
penetapan Pengadilan untuk ——
menyelenggarakan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6} huruf m

Anggaran Dasar ini. i

(6) Usulan Mata Acara RUPS dapat diajukan oleh -

d .

Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai

berikut: —— i e e e

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata ———

--__—_-"—--.
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acara RUPS secara tertulis kepada Direksi

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender - -

sebelum pemanggilan RUPS; ———-——r
b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan ———
mata acara RUPS sebagaimana dimaksud
huruf a ayat ini adalah: —-——__ .

1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;.

2) 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih __
yang mewakili 1/20 (satu per dua

puluh) atau lebih dari jumlah seluruh

Saham dengan hak suara. ..
¢. Usulan mata acara RUPS sebagaimana —————-
dimaksud pada huruf a ayat ini harus: - ——

1) dilakukan dengan iktikad baik;

2) mempertimbangkan kepentingan ———
Persercan;

3) merupakan mata acara yang membutuhkan
keputusan RUPS ;- —— e e e e

4) menyertakan alasan dan bahan usulan -

mata acara RUPS; dan .

‘5} tidak bertentangan dengan peraturan

‘perundang-undangan; P

|ﬂ. Usulan mata acara RUPS dari Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini merupakan mata acara yang
membutuhkan keputusan RUPS dan menurut ——
penilaian Direkasi telah memenuhi

persyaratan dalam huruf c ayat ini; ———

Lf;mhfffﬁernan wajib mencantumkan usulan mata .
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N

acara RUPS dari Pemegang Saham dalam mata
acara RUPS vyvang dimuat dalam pemanggilan -
sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada -

huruf a sampai dengan huruf d ayat ini. —

{7) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan -

sebagai berikut:

=18

Pergercan wajib melakukan pemanggilan
kepada Pemegang Saham paling lambat 21 -
(dua puluh satu) hari kalender sebelum - _
tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan --.

tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan

dan tanggal penyelenggaraan RUPS; ——————
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ———
pada huruf a ayat ini paling kurang
memuat informasi:

1. tanggal penvelenggaraan RUPS; —
2. waktu penyelenggaraan RUPS;

3. tempat penyelenggaraan RUOPS;
4. ketentuan Femegang Saham yang berhak
hadir dalam RUPS; = s s

5. mata acara RUPS termasuk penjelasan

atas setiap mata acara tersebut;

6. informasi yang menyatakan bahan —----
terkait mata acara RUPS tersedia bagi
Pemegang Saham sejak tanggal -

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai

dengan RUPS diselenggarakan; dan————

];1;‘1£2furma5i bahwa Pemegang Saham dapat .
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[;emberikan kuasa melalul e-RUPS.
Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b -
ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh -
Pemegang Saham yang telah memperoleh — -
penetapan pengadilan untuk - T

menyelenggarakan RUPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf n.

(8) RUBS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikur:s e ———

a.

RUBS kedua wajib diselenggarakan dalam
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh)
hari kalender dan paling lambat 21 (dua .
puluh satu) hari kalender setelah RUPS
pertama diselenggarakan; —— MMM ——————
pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan -
dalam jangka waktu paling lambat 7 —
(tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua
digelenggarakan; ———— —

dalam pemanggilan RUPS kedua harus - ——
menyebutkan RUPS pertama telah —
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa
mengurangi peraturan Pasar Modal dan ————.
peraturan perundang-undangan lainnya
serta peraturan Bursa Efek di mana Saham -
Persercan dicatatkan; B

dalam hal Perserocan tidak melakukan RUES -

kedua dalam jangka waktu sebagaimana -

—
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dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan
wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ————.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) Pagal ini.

(¢2) Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan -
dan tidak mencapail kuorum kehadiran, maka
Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan

ketentuan sebagai berikut i ce— e

a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga
atas permchonan Pergeroan ditetapkan oleh
OJE . e R N —

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada -
Ihuruf a ayat ini harus disampaikan kepada
OJK paling lambat 14 (empat belas) hari —-
kalender setelah RUPS kedua —
difangmmgkan. e

¢. Permohonan sebagalimana dimaksud pada

huruf b ayat ini memuat paling sedikit:

i. Ketentuan kucrum RUPS sebagaimana ———

diatur dalam Anggaran Dasar ini;

ii. Daftar hadir Pemegang Saham dalam ———

RUPS pertama dan kedua; -

iii. Daftar Pemegang Saham yang berhak
‘hadir pada pelaksanaan RUPS pertama —
' dan kedua: L S

Iiv. Upaya yang telah dilakukan dalam ——

rangka memenuhi kuorum RUPS kedua:

dan i A S e e T e e T T et

LE;1nfifaran kuorum RUPS ketiga vang ———-
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[ﬁiajukan dan alasannya. ——————————__

RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh
Pergercan sebelum mendapatkan penetapan -

dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf

& ayat Inli R e e

‘Elﬂanhan Mata Acara RUPS diatur dengan ketentuan

sebagai berikut: ————————— e e

1

Perseroan wajib menyediakan bahan mata ——
acara RUPS bagi Pemegang Saham, vang --—--

dapat diakses dan diunduh melalui situs —

_weh Paersercan dan/atau e-RUPS;

bahan mata acara RUPS sebagaimana ———————
dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ———-
tersedia sejak tanggal dilakukannya --——-

pemanggilan RUPS sampai dengan — -

penyelenggaraan RUPS;

dalam hal ketentuan peraturan perundang-—
undangan lain mengatur kewajiban —
ketersediaan bahan mata acara RUPS5 lebih -
awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud -
pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan .
mata acara RUPS dimaksud mengikuti — -
ketentuan peraturan perundang-undangan -

1adn eygebiity =———— - - o . o e

pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang —
Saham berhak memperoleh informasi mata
acara RUPS dan bahan terkailt mata acara —

RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan Persercan; -——

.-——_______-_-
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(;jﬂ-;;:am hal mata acara RUPS mengenai

pengangkatan anggota Direksi dan/atan .
anggcta Dewan Komisaris, daftar riwayat —.
hidup calon anggota Direksi dan/atau ———
anggota Dewan Komisaris yang akan - _
diangkat wajib tersedia paling lambat

pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang

diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan. - ————— —— ——. ———

(11) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ——-

a.

.

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, -
Perserocan wajib menyediakan formulir
pernyataan bermeterai cukup untuk
ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit -

menyatakan bahwa: s

Yang bersanckutan benar-benar merupakan ——
Pemegang Saham Independen; dan--.
ARpabila di kemudian hari terbukti bahwa ——

pernyataan tersebut tidak benar, yang - -

bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai -

dengan ketentuan peraturan perundang- -

undangan. ———- i

{12} Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a.

Fersercan wajib melakukan ralat
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan -

informasi dalam pemanggilan RUPS yang ———

telah dilakukan sebagaimana dimaksud ——— .

ey
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dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.———
Dalam hal perubahan informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini memuat —__.
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS .
dan/atau penambahan mata acara RUFPS, s
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ———.
ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan —-
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal
PO s

Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan
ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ——--
huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ——
ralat pemanggilan RUPS atau perubahan
informasi mengenai tanggal -
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS dilakukan bukan karena
kesalahan Perserocan dan sepanjang OJK ———-

tidak memerintahkan pemanggilan ulang.

‘Il]}Hak Pemegang Saham dalam RUPS: P —.

a.

5.

Pemegang Saham baik sendiri maupun - -
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak —-
menghadiri RUPS. i e
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
RUPS merupakan Pemegang Saham yang -—-——
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang - -
Saham Persercan 1 (satu) hari kerja ————
sebelum pemanggilan RUPS, - —— e
Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS —-

ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang -

‘-—-_--_"'—--

137



berhak hadir sebagai berikut:
|i. Untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang
berhak hadir merupakan Pemegang Saham
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang

Saham Persercan 1 (satu) hari kerja -.

sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
ii. Untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham
yang berhak hadir merupakan Pemegang
Saham yang terdaftar dalam Daftar — -
Pemegang Saham Persercan 1 (satu) ——

hari kerja sebelum pemanggilan RUPS -

Eeblgmi e e
d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat
{12]) Pasal ini, Pemegang Saham yang

| berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang -
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar -

Pemegang Saham Persercan 1 (satu) hari

kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. ———
e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak -
mengakibatkan pemanggilan ulang
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat
(12) Pasal ini, Pemegang Saham yang ————-
berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang

saham sebagaimana dimaksud pada huruf b

ayat ini. R
|{141Fethrian kuasa secara elektronik: - e

[a” Persercan wajib menyediakan alternatif ——

LEETEiifan kuasa secara elektronik bagi
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Pemegang Saham untuk hadir dan membeérikan
suara dalam RUPS. - SR
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam
ayat (13) Pasal ini dapat memberikan -
kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya
menghadiri dan/atau memberikan suara ————
dalam RUPS sesual dengan ketentuan -——--
peraturan perundang-undangan.-——— =RT
Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada
huruf b ayat ini dapat dilakukan pemegang
saham secara elektronik melalui e-RUPS ——.
yang disediakan cleh Penyedia e-RUPS atau
sistem yang disediakan oleh Perseroan,

dalam hal Ferseroan menggunakan sistem

vang disediakan oleh Perseroan.
Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ ayat ini harus dilakukan paling —

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum

penyelenggaraan RUPS.

Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan
suara pada setiap mata acara dalam —-———
pemberian kuasa secara elektronik. s
Pemegang Saham dapat melakukan perubahan
kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana -
dimaksud dalam huruf c ayat ini jika
pemegang saham mencantumkan pilihan —
BUALA . — e e e e TS e

Perubahan kuasa termasuk pilihan suara —

sebagaimana dimaksud pada huruf £ ayat —

1--__-'-_"-—--
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=
ini dapat dilakukan paling lambat 1

(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan

RUPS. - iy _

h. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa --
secara elektronik meliputi: - ——
1) Partisipan yang mengadministrasikan

sub rekening efek/efek milik pemegang

T T L et it S

|2} pihak yang disediakan oleh Persercan;

atau . P

|3] pihak yang ditunjuk cleh Pemegang

Saham. - e

1. Persercan waj]lib menyediakan Penerima

Kuasa secara elektronik sebagaimana ———--
dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.-
}j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada

huruf h ayat ini wajibs - —— e

1) cakap menurut hukum; dan - ——

2) bukan merupakan anggota Direksi, -
anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Persergan. -

k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada

huruf j ayat ini harus telah terdaftar di

dalam sistem e-RUPS atau sistem yang

disediakan oleh Persercan, dalam hal

Persercan menggunakan sistem yang ———— -

disediakan oleh Persercan. —-. .

[l. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS -

secara langsung, wewenang penerima kuasa
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untuk memberikan suara atas nama pemberi .

kuasa dinyatakan batal. -
m. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa,
gerta pemberian dan perubahan suara ————-
melalui e-RUPS atau sistem yang ——————
disediakan oleh Perserocan, dalam hal
Persercan menggunakan sistem yvang —————
diszediakan olsh Persgerocan, dianggap sah -
dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak
membutuhkan tanda tangan basah kecuali
diatur lain dalam ketentuan yang
ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau -
ketentuan peraturan perundang-undangan.--
n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ——
pencabutan kuasa serta pemberian dan
perubahan suara diatur oleh Penyedia e-
RUPS., -
|n‘ Dalam hal Peresercan menggunakan sistem -
yang disediakan oleh Persercan, mekanisme
pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan
kuasa serta pemberian dan perubahan suara

diatur dalam prosedur cperasional standar

penyelenggaraan RUPS Perserocan.

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas .
kuasa yang diterima dari pemegang saham
dan harus melaksanakan kuasa tersebut ———

dengan iktikad baik dan tidak melanggar

ketentuan peraturan perundang-undangan.--

(15) Penyedia €-RUPS;: e SN PSRy

141



I;:-#;;;iatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya ——-

’E.

2.

dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK -

atau pihak lain yang disetujui cleh OJK. -
Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana

dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ————
terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan -
Penyelesalan dan biro administrasi efek

untuk memastikan pemegang saham yang ———

berhak hadir dalam RUPS: ————— e
Pihak lain yang disetujui QJE sebagaimana
dimaksud pada huruf b ayat ini wajib
berbentuk badan hukum Indonesia dan ———--
berkedudukan di wilayah Republik -
Indonesia.

Kewajiban pihak lain yvang disetujui OJK
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat

inl berlaku pula bagi Persercan, dalam —

hal Persercan menggunakan sistem yang ——

disediakan oleh Persercan. - -
Penyedia e-REUPS wajib paling sedikit: —
‘1] terdaftar sebagali penyelenggara
sistem elektronik dari instansai
berwenang sesual dengan ketentuan -
peraturan perundang-undangan;

|2} menyediakan hak akses kepada Pengguna

e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUFS;

[3] memiliki dan mekanisme atay ————

lEEEfiffunal penyelenggaraan e-RUPBS;
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4]

5)

6}

¥

8)

9]

11}

memastikan terselenggaranya kegiatan
dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS; -

memastikan keamanan dan keandalan e-—.

menginformasikan kepada Pengguna e-
RUPS dalam hal terdapat perubahan . _
atau pengembangan sistem termasuk —__
penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
menyediakan rekam jejak audit
terhadap seluruh kegiatan pemrosesan
data di e-RUPS untuk keperluan
pengawasan, penegakan hukum, ———-.
penyelesalan sengketa, verifikasi,dan
ol LTy Ty B B S ST S
memiliki dan menempatkan fasilitas
pengganti pusat data dan pusat — ——__
pemulihan bencana terkait —————ee—
penyelenggaraan e-RUPS di wilayah ———
Indonesia pada tempat yang aman dan —
terpisah dari pusat data utama;
memenuhi standar minimum sistem ——— -
teknologi informasi pengamanan --
teknologi informasi, gangguan dan - ——

kegagalan sistem, serta alih kelola

| sistem teknologi informagi; —————
10) menyimpan semua data pelaksanaan - ———

|E-RUPS; dan . o

bercanggung jawab atas kerugian yang .

ditimbulkan karena kesalahan atau ——-—
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kelalaiannya dalam penyediaan dan ——-

pengelolaan ¢-RUPS, — —— .
Dalam hal Persercan melaksanakan RUPS
secara elektronik dengan menggunakan ———
sigstem yang disediakan oleh Perserocan, --.
kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana ———
dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku -
juga bagi Persercan, kecuali kewajiban
menempatkan fasilitas pengganti pusat ———
data dan pusat pemulihan bencana di - -.---
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud ——-
pada huruf e angka E) ayat ini. .
Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan ————.
mengenal prosedur dan tata cara
penggunaan e-RUPS.
Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara
penggunaan €-RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf g ayat ini berlaku efektif
setelah memperoleh persetujuan OJK. ————__
Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara
penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud
pada huruf g ayat ini mencakup paling
R e e e
1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran
dan/atau pemberian hak akses kepada

Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan

pendaftaran Pengguna e-RUPS;

2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan
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3}
4)
5)
6)

B

.-_______._-—-

tata cara penggunaan e-RUPS; ——————
hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; —-
batasan akses penggunaan e-RUPS; —
kerahasiaan, keutuhan, dan
ketersediaan informasi pelaksanaan - -
RUPE yang terdapat pada e-RUPS; ey
mekanisme pelaporan dan pengambilan
data dalam rangka pemenuhan kewajiban
pelaporan Persercal; ——————————————
perlindungan data pribadi sesuai -
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan ———
penghentian sementara waktu pembsrian

layanan kepada pengguna e-RUPS. ——————

IQIE]Media Publikasi dan Bahasa - — ———

|aq Eewajiban melakukan pengumuman, - S——

i.

: 1. 38

o e S

pemanggilan, ralat pemanggilan, —————————
pemanggilan ulang, dan pengumuman
ringkasan risalah RUFS sebagaimana —-
dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, - -

welalul paling seddkat ——— ———

situs web penyedia -RUPS; —
gitus web bursa efek; dan —— ——--

situs web Persercan; - — -

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang ————-

digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.--

Pengumuman yang menggunakan bahasa asing

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat
-.___-'-_"'——-.
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ini wajib memuat informasi yang sama - -

dengan informasi dalam pengumuman yang .
menggunakan Bahasa Indonesia.

¢. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran .
informasi yang diumumkan dalam bahasa - -
asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa
Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf

b ayat ini, informasi dalam Bahasa

Indonesia yang digunakan sebagai acuan. —
d. Dalam hal Persercan menggunakan sistem ——-
vang disediakan cleh Perseroan, ketentuan
mengenal media pengumuman, pemanggilan,
pemanggilan ulang, dan pengumuman
ringkasan risalah RUPS sebagaimana —— -
dimaksud dalam huruf a sampai dengan
huruf ¢ ayat ini dilakukan melalui paling
sedikit: S

- situs web bursa efek; dan ——— —————_

ii. aitus wed Persercan; —— e - ..
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yvang -

digunakan paling sedikit bahasa Inggaris.

——————-"FPIMPINAN, TATA TERTIE DAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .

(1) Pimpinan REPS: e

a. RUFS dipimpin oleh anggota Dewan ===
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan —_____

TN R EEE T T B ccanmsiiopsns it 4 i
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T:;";;Iam hal semua anggota Dewan Komisaris

tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS -
dipimpin cleh salah seorang anggota —————
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi;

dalam hal semua anggota Dewan EKomisaris —-
atau anggota Direkegli tidak hadir atau ———.
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ——
pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka .
RUPS dipimpin cleh Femegang Saham yang

hadir dalam RUPS vang ditunjuk dari dan —

oleh peserta RUPS; e
dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ——
ditunjuk oleh Dewan Fomisaris untulk
memimpin RUPS mempunyai benturan -
keperntingan dengan mata acara yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang

tidak mempunyail benturan kepentingan yang

ditunjuk oleh Dewan Komisaris; —————
dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
mempunyail benturan kepentingan, maka RUPS
dipimpin oleh salah satu anggcta Direksi -
yang ditunjuk oleh Direksi;

dalam hal salah satu anggota Diresksi yang
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS
mempunyal benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, ——-

maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi

vang tidak mempunyal benturan s

-H-_--_-"_-—-—.
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dalam hal semua anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin .
oleh salah seorang Pemegang Saham bukan -
pengendali yang dipilih oleh mayoritas — -
Femegang Saham lainnya yang hadir dalam -.
ROPS; — L ——
Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka -
yang hadir membuktikan wewenangnya untuk
hadir dalam RUPS tersebut dan/atau

meminta agar surat kuasa untuk mewakili —-

Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya.——

{(2) Persercan wajlb melakukan RUPS dengan tata

tertib RUPS sebagai berikut: .

a.

‘pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib -.
RUPS harus diberikan kepada Pemegang —— -
Saham yang hadir;

pokok-pokock tata tertib RUPS sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini harus ————
dibacakan sebelum RUPS dimulai; ———— -
pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUBS —-

wajib memberikan penjelasan kepada - -

Pemegang Saham paling kurang mengenai: -

1) kondisi umum Perseroan secara ———

A e s
2} mata acara ROPS; - . . - . ...

3} mekanisme pengambilan keputusan

|Lerkait mata acara RUPS5; dan— ——

iiihhiifa cara penggunaan hak Pemegang -—-.-
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Saham untuk mengajukan pertanyaan ———

dan/atau pendapat.

(3} Persercan wajib membuat Risalah RUPS dengan —

ketentuan sebagai berikut: -

a.

e.

Risalah RUPS dibuat dalam Bahasa ———
Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi
bukti wyang sah terhadap semua Pemegang ——-

Saham dan pihak ketiga tentang keputusan

dan segala sesuatu yang terjadi dalam

RUPS; —— R A
Risalah RUPS wajib dibuat dan
ditandatangani cleh pimpinan rapat dan - -
paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang ——-

Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta

RUPS ;-

tanda tangan sebagaimana dimaksud pada - -
huruf b ayat ini tidak disyaratkan —_
apabila Risalah RUPS tersebut dibuat
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang -
dibuat oleh notaris yang terdaftar di

OJK; i e R
Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya -
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,
Risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk —
akta berita acara RUPS yang dibuat oleh -
notaris yang terdaftar d4di OJK; — - — — -
Risalah RUPS secara elektronik wajib

dibuat dalam bentuk akta notaril oleh -

notaris yang terdaftar di OJK tanmpa ————-

._-_--_--_-'-r
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4-—-__'___-_
memerlukan tanda tangan dari para peserta

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ——-
huruf a dan huruf b ayat ini wajib —————
disampaikan kepada OJK paling lambat 30 —.
(tiga puluh) hari kalender setelah RUPS
diselenggarakan; ————————————
| g. Dalam hal waktu penyampaian Risalah RUPS -
sebagaimana dimaksud pada huruf £ jatuh —
pada hari libur, Risalah RUPS tersebut

wajib disampaikan paling lambat pada hari

I'keria Berikubtnys o = o o
{4) Perserocan wajib membuat ringkasan Risalah
RUPE dengan ketentuan sebagai berikut: ———
a. ERingkasan Risalah RUPS wajib memuat ————
informasi paling kurang:
1) tanggal RUPS, tempat pelaksanaan ————
RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan
mata acara BUPS; —— .
2} anggota Direksil dan anggota Dewan

Komigaris yang hadir pada saat RUPS;—

3} jumlah Saham dengan hak suara yang -

gah yang hadir pada saat RUPS dan —— -

persentasenya dari jumlah seluruh

Saham yang mempunyal hak suara yang -

4) ada tidaknya pemberian kesgsempatan
kepada Pemegang Saham untuk ——————

mengajukan pertanyaan dan/atau —————-
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5)

6}

7

g)

9)

memberikan pendapat terkait mata - _
i R e e e
jumlah Pemegang Saham yvang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan ———-
pendapat terkait mata acara RUPS,
jika Pemegang Saham diberi it
N A e e e
mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
hasil pemungutan suara yang meliputi -
jumlah suara setuju, tidak setuju, --
dan abstain (tidak memberikan suara)
untuk setiap mata acara rapat, jika —.
pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suwara;-————
keputusan RUPS; dan

pelaksanaan pembayaran dividen tunai -
kepada Pemegang Saham yang berhak, —-—
jika terdapat keputusan RUPS terkait

dengan pembagian dividen tunai.

Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana

dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ———.

diumumkan kepada masyarakat paling lambat

2 (dua) hari kerja setelah RUPS

diselenggarakan.

Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan - ——

ringkasan Risalah RUPS sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini

mutatis mutandis berlaku untuk ———

penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham -

I.-_---_---_-'-—--
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-———-_'____-
yang telah mempercleh penetapan Ketua

Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ——-
dalam Pasal 21 ayat (&) huruf m dan —————
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

CE e B, e e e AR mee FEPIR L

—KUCRUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN ——————
DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ———————-

Pasal 26 : S

(1) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap

a.

hal yang harus diputuskan dalam RUPS ———.

dilakukan dengan mengikuti ketentuan;-———--

dihadiri cleh Pemegang Saham yang ——————
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dual ——
bagian dari jumlah seluruh Saham dengan --
hak suara yang sah dan keputusan adalah —
sah jika disetujuli oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
Saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS kecuali Anggaran Dasar ini ————————-

menentukan jumlah kuorum yang lebih —————

besar.

dalam hal kuorum kehadiran sehagaimana
dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak
tercapal, maka RUPS kedua adalah sah dan -
berhak mengambil keputusan yang mengikat -
apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang

mewakili paling sedikit 1/3 (satu per ———

tiga)l bagian dari jumlah seluruh Saham —-.

----_-_-'-'-—-
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o
dengan hak suara yang sah dan keputusan -

adalah sah jika disetujui cleh lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah —__.
seluruh Saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS kecuali Anggaran Dasar ini ———.
menentukan jumlah kuorum yang lebih ————_

BRI S ompaprmt ot e e e S s S

¢, dalam hal kucorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b
ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga ———
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS .. -
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari
Saham Dengan Hak Suara Yang Sah Dalam .
FKuorum kehadiran dan kuorum keputusan ——_.
yang ditetapkan oleh OJK atas permchonan .
vergercan; —
d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, dan ¢ ayat ini berlaku juga
untuk kuorum kehadiran dan kuworum — - ————
keputusan RUPS untuk mata acara transaksi
material dan/atau perubahan kegiatan
usaha, kecuali untuk mata acara transaksi
material berupa pengalihan kekayaan

Persercan lebih dari 50% (lima puluh -

persen) jumlah kekayaan bersih Persercan. -

‘[2! RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan

Lffiﬁff?an atau menjadikan jaminan utang -
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-.———-__'_—_-
kekayaan Pergerocan yang merupakan lebih dari

50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan ————
bersih Persercan dalam 1 (satu) transaksi - -
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak dilakukan dengan ketentuan ———

sebagai berikut: e s e

dihadiri oleh para Pemegang Saham -
dan/atau wakil mereka vang sah yang
bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4
tiga per empat) bagian dari jumlah
gseluruh Saham dengan hak suara yang sah —

dan keputusan adalah sah jika disetujul —

oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil —-
mereka yang sah yang bersama-sama —
mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat)

bagian dari jumlah seluruh Saham dengan

hak suara yang hadir dalam RUPS.

dalam hal kucrum kehadiran sebagaimana ——
dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, ——
maka RUPS kedua adalah sah apabila e
dihadiri oleh para Pemegang Saham ———
dan/atau wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
Saham dengan hak suara yang sah dan —
keputusan adalah sah jika disetujui oleh
para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka

yang sah yang bersama-sama mewakili lebih

dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
---_--_-_-r
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jumlah seluruh Saham dengan hak suara ———

yang hadir dalam RUPS; dan ; .
lc. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ————
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ————.
berhak mengambil keputusan jika dihadiri -
cleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK

atas permohonan Perseroan. ——————————w———
(21} Xuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUBS __
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham

Independen sebagaimana diatur dalam peraturan
di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ————-
ketentuan sebagai berikut: ——

a. dihadiri olesh Pemegang Saham Independen —

yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh Saham - —
dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen dan ——————
keputusan adalah sah jika disetujui oleh -
Pemegang Saham Independen yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh Saham dengan hak suara ——-

yang sah yang dimiliki oleh Pemegang s

Saham Independen; —— ——— e .

|h. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ———

Lﬂiiifq?uruf a ayat ini tidak tercapai,
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(4)

R e

maka RUPS kedua, keputusan sah apabila
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
vang mewakili lebih dari 1/2 (satu per -
dua) bagian dari jumlah seluruh Saham —— .
dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen dan
disetujui cleh lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh Saham

yang dimiliki cleh Pemegang Saham ——M—M——

Independen yvang hadir dalam RUBS; — — -
dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS — —.
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
dari Saham dengan hak suara yang sah,

dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan —

oleh OJK atas permchonan Persercan;-————
keputusan RUPS ketiga adalah sah jika ---
disetujui cleh Pemegang Saham Independen -
vang mewakili lebih dari 50% (lima puluh

persen) Saham yang dimiliki oleh Pemegang

Saham Independen yang hadir dalam RUPS,

RUPS untuk melakukan perubahan Direksi,

perubahan Dewan Komisaris, pengeluaran Efek

Bersifat Ekuitas, dan/atau peningkatan modal

ditempatkan dan disetor, dilakukan dengan ———

LEEEfEEfan sebagal berikut:-
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T::ﬂr;;;us dihadiri cleh Pemegang Saham Seri A

Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya

| dan/atau wakil mereka yvang sah yang ——

bersama-sama mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

Saham dengan hak suara yang sah dan ——— -

keputusan adalah sah jika disetujui oleh -
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para
Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil ———
mereka yang sah yvang bersama-sama ——
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh Saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUFS;

dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana -
dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak ——-.
tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah ——
sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah
yang bersama-sama mewakili paling sedikit
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah ——-
seluruh Saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan adalah sah jika disetujui -
oleh Pemegang Saham S5eri A Dwiwarna dan —
para Pemegang Saham lainnya dan/atau
wakil mereka yang sah yang bersama-sama —-
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) —

bagian dari jumlah seluruh saham dengan -

hak suara yang hadir dalam RUPS; ————————

“__--_-"“——-—
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¢. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS

kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak -
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan - ——
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan

berhak mengambil keputusan jika dihadiri -
oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak

suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan

persyaratan pengambilan keputusan yang ——-
| ditetapkan oleh OJK atas permohcnan s
Persercan, dengan ketentuan harus
dihadiri dan disetujui oleh Pemegang - —-

Sakam Seri A Dwiwarna, —— .. .

(5) RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -

la.

dihadiri oleh para Pemegang Saham ——-————
dan/atau wakil mereka yang sah yang - ———
bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3
{dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dan ————
keputusan adalah sah jika disetujui oleh
para pemegang saham dan/atau wakil mereka
yang sah yang bersama-sama mewakili lebih
dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari - —
jumlah seluruh saham dengan hak suara ———
yang hadir dalam RUBS, kecualili untuk ————
acara perubahan anggaran dasar terkait ——
eksistensi perusahaan dan perubahan

struktur permodalan dihadiri dan ———————

disetujul juga oleh Pemegang Saham Seri A

S-S
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P

Dwiwarna; ——— —— —— — o
dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana - -
dimaksudkan dalam huruf a ayat ini tidak -
tercapali maka RUPS kedua adalah sah -

apakila dihadiri oleh para Pemegang Saham
dan/atau wakil mereka yang mewakili ———__
paling sedikit 23/5 (tiga per lima) bagian

dari ‘jumlah seluruh Saham dengan hak

suara yang sah dan keputusan disetujui ——
oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil —
meraka yang sah yang bersama-sama ———————
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ——
bagian dari jumlah seluruh Saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUBS, kecuali
untuk acara perubahan anggaran dasar
terkait eksistensi perusahaan dan - —————
perubahan struktur permodalan dihadiri ——

dan disetujul juga oleh Pemegang Saham

Seyi apwivamas—- - - - -
dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS

kedua sebagaimana dimaksud huruf b ayat —
ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika ——-—--
dihadiri oleh Pemegang Saham dari Saham -
dengan hak suara yang dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ——--——-

ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan,

dengan ketentuan untuk mata acara

e—
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(6)

-.————'___-.

perubahan anggaran dasar terkait ———————
eksistensi perusahaan dan perubahan —————
struktur permodalan dihadiri dan - ——

disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A

T s e e e

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -

perundang-undangan yang berlaku maka -

penggabungan, peleburan, pengambilalihan,

pemisahan, pengajuan permohonan agar ———-————

Persercan dinyatakan pailit, dan pembubaran —

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -

RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

el .

dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya -
dan/atau wakil mereka yang sah yang
bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah - ————
seluruh Saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan adalah sah jika disetujui —
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan —-
para Pemegang Saham lainnya dan/atau
wakil mereka yang sah vang bersama-sama
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ———
empat) bagian dari jumlah seluruh Saham —
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS,
dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana —
dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak ---.
tercapai, maka RUPS kedua adalah sah ——

apabila dihadiri cleh Pemegang Saham Seri

—
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{7)

.-——-_'_-_-_.
A Dwiwarna dan para Pemegang Saham ——

lainnya dan/atau wakil mereka vang
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per ———-.
tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham
dengan hak suara vang sah dan keputusan -
adalah sah jika disetujui cleh Pemegang -—-
Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang —-
Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang
sah yang bersama-sama mewakili lebih dari
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah —-

seluruh Saham dengan hak suara yang hadir

| datam ROPE o e sv e s o o0

dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS
kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -

dengan ketentuan RUFE ketiga sah dan —-

berhak mengambil keputusgan jika dihadiri -
oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kucrum keputusan yang ditetapkan oleh COJK
atas permchonan Persercan, dengan —— ————

ketentuan harus dihadiri dan disetujui

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Dalam hal Perserocan memiliki lebih dari 1

{satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata

‘_-_--_-""-—-

16l

acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri
oleh pemegang saham yang terkena dampak atas

perubahan hak atas saham pada klasifikasi -



- B

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS -
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ————-
bagian dari jumlah seluruh saham pada -
klasifikasi saham yang terkena dampak ——-
atas perubahan hak tersebut hadir atau ——
diwakili, kecuali anggaran dasar
Persercan menentukan jumlah kuorum yang
lebih be8ar] ————— e = AT T, Srlin et
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ——-
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, ——
RUPS kedua dapat diadakan dengan ———————-
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ——
mengambil keputusan jika dalam RUPS
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham pada - e
klasifikasi saham yang terkena dampak ——
atas perubahan hak tersebut hadir atau ——
diwakili, kecuali anggaran dasar ——————
Perseroan menentukan jumlah kuorum yang
lebih besar;

keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
huruf a dan huruf b ayat ini sah jika ——-
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per -
empat) bagian dari Saham dengan hak suara
vang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran
Dasar ini menentukan bahwa keputusan sah -
jika disetujuli oleh jumlah suara setuju

vang lebih besary — - . - o oo

ljll_fiiam hal kuorum kehadiran pada RUBS ————.
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(8)

(9]

a.

BesS e

kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b —
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat —-——— .
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah
dan berhak mengambil keputusan jika - _
dihadiri oleh Pemegang Saham pada -
klasifikasi Saham yang terkena dampak ———.
atas perubahan hak tersebut dalam kuorum -
kehadiran dan kuorum keputusan yang —
ditetapkan oleh OJK atas permohcnan
rarperosrs: 4an.— .
dalam hal klasifikasi Saham yang terkena -
dampak atas perubahan hak atas Saham pada
klasifikasi Saham tertentu tidak
mempunyail hak suara, Pemegang Saham pada
klasifikasl Saham tersebut berdasarkan -
Peraturan OJK diberikan hak untuk hadir .
dan mengambil keputusan dalam RUPS ——————
terkait dengan perubahan hak atas Saham
pada klasifikasi Saham tersebut.

Pemegang Saham baik sendiri maupun ————
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak -
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang

27 4 et g S e A e < et
Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan
suaranya dalam RUPS secara elektronik ——
melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus

dalam peraturan di bidang Pasar Medal. ——

Dalam RUPS, tiap Saham memberikan hak kepada
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pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
|
!{lﬂ}P&m&gang Saham dengan hak suara yang sah yang

hadir dalam RUPS namun abstain dianggap ——-—
mengeluarkan suara yang sama dengan suara

mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan

(11) Dalam pemungutan suara, suara vang —— —————
dikeluarkan ocleh Pemegang Saham berlaku untuk
seluruh Saham yang dimilikinya dan Pemegang
Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari
jumlah Saham vyang dimilikinya dengan suara ——
yvang berbeda. Suara berbeda yang dikeluarkan
oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang
mewakilil Pemegang Saham dalam dana bersama
(mutual fund) bukan merupakan suara yang
berbeda sebagaimana dimaksud pada Pasal ini.
(12) Anggota Direksi, anggota Dewan EKomisaris, dan
pegawai Persercan boleh bhertindak selaku — .
kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan - .
suara anggota Direksi, anggota Dewan -
Komisaris, dan/atau pegawal Persercan yang
bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa
dari Pemegang Saham. Dalam hal kuasa - - _
diberikan secara elektronik, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai

perseroan dilarang bertindak sebagai pensrima

kuasza.

(13) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, ——-
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kecuall apabila Pimpinan RUPS menentukan —— -

lain, ———————.

(14) Semua keputusan diambil berdasarkan ————

musyawarah untuk mufakat . «——

(15) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ——

untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(14) Pasal ini tidak tercapai, maka keputusan

diambil melalui pemungutan suara ssbagaimana

| ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

——————————————— PENGGUNAAN LABA N

(2]

Pasal 27 oo .
Penggunaan laba bersih termasuk jumlah -
penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan
cleh RUPS Tahunan.-——————
Direksi harus mengajukan usul kepada RUES
Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang
belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan
perhitungan laba rugi yang diajukan untuk
mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam
usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih
yang belum dibagi tersebut yang dapat —————.
disislhkan untuk dana cadangan serta usul .
mengenai besarnya jumlah dividen kepada
Pemegang Saham, atau pembagian lain seperti -
tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisarlis, bonus untuk pegawai,
cadangan dana sosial dan lain-lain yang ————

mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak

mengurangl hak dari RUPS untuk memutuskan
I'—-—___-___-_-__.
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(3)

(4]

-,-—-_-_-__-

L aAT . e e e e

Seluruh laba bersih setelah dikurangli —————

a.

penyisihan untuk cadangan sebagaimana —
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibagikan -
kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali
ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan -
disetujul oleh Pemegang Saham Seri A —

Dwiwarna.

Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan
kemampuan keuangan Persercan berdasarkan
keputusan vang diambil dalam RUPS —— -
Tahunan, dalam keputusan mana juga harus
ditentukan waktu, cara pembayaran, dan -
bentuk dividen, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang berlaku di bkidang Pasar Modal, serta
peraturan Bursa Efek di tempat di mana -
Saham Perseroan dicatatkan, ————
Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait
dengan pembagian dividen tunai, Perseroan
wailb melaksanakan pembayaran dividen -
tunai kepada Pemegang Saham yang berhak
paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah diumumkannya ringkasan -
Risalah RUPFS yang memutuskan pembagian
dividen tunai.—————

Dividen untuk Saham dibayarkan kepada --
orang atas nama siapa Saham itu tercatat

dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal

_-_--'-"-—-—
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‘:51

! (6)

‘ (7)

}[EJ

(9)

yang ditentukan oleh RUPS Tahunan yang ——

memutuskan mengenzal pembaglian dividen.
ld. Hari pembayaran harus diumumkan oleh -

‘Eireksi kepada Pemegang Saham, —————— ..

Selain penggunaan laba bersih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, ——_
RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih
untuk pembagian lain seperti tantiem untuk —
Direksi, Dewan Fomisaris, dan bonus untuk
karyawan. —
Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) —-
Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila —
Persercan mempunyai salde laba yang positif.
Pengounaan laba bersih untuk tantiem dan
bonus dilakukan sepanjang tidak dianggarkan —

dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam

tabun berjalan, ————— - - - - L
Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5
{lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus
diperuntukkan untuk itu. -

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut
dapat diambil oleh Pemegang Saham vang berhak
dengan menyampalkan bukti haknya atas dividen
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi — -
dengan syarat pengambilannya tidak secara

sekaliqus dan dengan membayar biaya — ——— ——

administrasi yang ditetapkan Direksi, ——— .
—
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S
' {10) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8]
Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka ———
waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak —--

Perseroan., —————- ; : T e T

{11) Persercan dapat membagikan dividen interim -
sebelum tahun buku Persercan berakhir ————
berdasarkan keputusan Direksi setelah —(—————
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris —————
dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham
vang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari saham yang telah ——
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi -
perclehan laba dan kemampuan keuangan ————

Persercan, dan dilaksanakan sesual peraturan

perundang-undangan yang berlaku. ———————-
(12) Pembagian dividen interim ditetapkan ——
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah
mempercleh persetujuan Dewan Komisaris, -
dengan memperhatikan ayat (11) Pasal ini ———
termasuk pembagian dividen interim vang —— ——

belum masuk ke dalam Rencana Kerja dan ————

Anggaran Perusahaan,

(13) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ————
ternyata Persercan menderita kerugian, --
dividen interim yang telah dibagikan harus ——

dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada

Perseroan. Direksi dan Dewan Eomisaris ———— .

bertanggung jawab secara tanggung renteng ——-
4-._____-_-_-_-_.
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atas kerugian Persercan, dalam hal Pemegang —

Saham tidak dapat mengembalikan dividen ————.

| interim pada ayat (1l1) Pasal ini.———————

___________ PENGGUNAAN DANA CADANGAN -

(1) Persercan membentuk cadangan wajib dan - ..
‘Eadangan lainnya.

I{EJ Penyisihan laba bersih untuk cadangan —- - _.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo — -

laba yang positif.

(3} Bagian dari laba yang disediakan untuk dana —
cadangan ditentukan oleh RUPS dengan ——.-._._
mengindahkan peraturan perundang-undangan -—-
yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk
cadangan wajib pada ayat (1) Pasal ini
dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
(4) Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam - -
ayat (1) Pasal ini yang belum mencapai jumlah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
hanya dapat dipergunakan untuk menutup - .-

kerugian Persercan yang tidak dapat dipenuhi

oleh cadangan laimnya. -
(5) Apabila dana cadangan wajib sebagaimana ————-
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah

melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) [

_tersehut, maka RUPS dapat memutuskan agar —-
..___________-_‘
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(6)

‘l?}

(1)

‘:2}
Irn

| (4)

—

kelebihan dari dana cadangan tersebut ——
digunakan bagi keperluan Persercan. - ——————
Direksi harus mengelcla dana cadangan agar
dana cadangan tersebut mempercleh laba, ———
dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi .

dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan.-—

Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu --

Idimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-————

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR - — -

Ferubahan Anggaran Dasar ini harus dengan

memperhatikan UU PT dan/atau peraturan -

' perundang-undangan di bidang Pasar Modal. - ——
Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh

| RUPS dengan ketentuan sebagalimana tercantum —
ldalam Pasal 26 ayat (4) dan (5).-

Mata acara mengenal perubahan Anggaran Dasar
ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam
pemanggilan RUPS. R
Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang
menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan
Persercan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
jangka waktu berdirinya Persercan, besarnya

modal dasar, pengurangan modal yang I

ditempatkan dan disetor dan perubahan status

Persercan tertutup menjadi Persercan terbuka

- et
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(5)

(6)

..——-_'_-_-_-_

atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan -
dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UU ——
PP s s : =
Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang ————

menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat -

| (4) Pasal ini cukup diberitahukan kepada - ——-

Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam
ug PT. N : B
Keputusan mengenai pengurangan modal harus __
diberitahukan secara tertulis kepada semua
kreditor Perseroan dan diumumkan ocleh Direksi
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang terbit dan atau beredar secara luas di
tempat kKedudukan Persercan dan dalam Berita
Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender

sejak tanggal keputusan RUPS tentang ———————.

pengurangan mcodal tersebut. e ___

- -PENGGABUNGAN, FELEBURAN, PENGAMEBILALIHAN, -

(1)

(2)

DAN PEMISAHAN

. - . 7<% i 1 - | A
Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan
pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal —

2& avat  [B) st e BOP=Sa o [E
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan,

peleburan, pengambilalihan dan pemisahan — -

adalah gebagaimana dimaksud dalam peraturan
l-—_______-_-_-
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(1)

‘ (2)

| (3)

‘ (4)

(5)

perundang-undangan khususnya peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. - -

—-PEMBUBARAN, LIRUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS
——eee e —-BADAN HUKUM —— ———

e i R T L e it e i

Pembubaran Perseroan dapat dilakukan ———————
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat -
(B) ¢ e e e ————————
Apabila Perserocan dibubarkan berdasarkan —-
keputusan RUPS atau dinyatakan bubar ——
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus
diadakan likuidasi oleh Likuidator. ==
Likuidator bertangqung jawab kepada RUPS atau
pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasa
Perseroan yvang dilakukan, —— e .
Likuidator wajib memberitahukan kepada ———
Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses ——
likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada ——
Likuidator atau setelah Pengadilan yang
mengangkat Likuidator tersebut menerima ————-
pertanggungiawaban, - — e .
Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan
berakhirnya status badan hukum Perseroan — -
adalah dengan memperhatikan peraturan - -
perundang-undangan, khususnya peraturan — .

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.--

—_
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s
- ——DOMISILI PEMEGANG SAHAM .

e e i e iy e Y Y R .
Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yvang —--———-
berkaitan dengan Persercan, para Pemegang Saham
dianggap bertempat tinggal pada alamat PO 3
eebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang —-
Saham yang dimaksud dalam Pasal 9. —
——————————KETENTUAN PERATURAN PENUTUP __ __

------ Fasal 33 o
Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti UU PT,
peraturan PFasar Modal, dan peraturan perundang-- -
undangan lainnya dan/atau diputus dalam RUPS

dengan memperhatikan peraturan perundang-- - .

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya —

sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. HNEGARA REPUBLIK INDOMESIA sebanyak 24.570.230
{tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh
ribu dua ratus tiga puluh) saham Seri A
Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya —
sebesar REp3.457.023.000,00 (tiga miliar

empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh -

tiga ribu Rwpiah); — ——— .

2. PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT sebanyak
3.422.452.775 (tlga miliar empat ratus dua —-
puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ——-

ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) saham seri

B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar — -
——
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._-______——-
Rp342.245.277.500,00 (tiga ratus empat puluh

dua miliar dua ratus empat puluh lima juta ——

dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus -

%o 5 T 0 ] SR U TSP S PP E I SRS :

3. Masyarakat sebanyak 3.294.517.084 (tiga ————
miliar dua ratus sembilan puluh empat juta ——
lima ratus tujuh belas ribu delapan puluh ——-
empat) saham Seri B, atau dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar ————
Rp329.451.708.400,00 (tiga ratus dua puluh --
sembilan miliar empat ratus lima puluh satu -

juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus -

Rupiah) .

JUMLAH: 6.751.540.089 (enam miliar tujuh ratus
lima puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu
delapan puluh sembilan) saham, yang terdiri dari
34.570.230 (tiga puluh empat juta lima ratus --
tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh) saham Seri
A Dwiwarna dan 6€.716.%69.85% (enam miliar tujuh
ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh
sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan)
saham Seri B, atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp675.154.008.900,00 (enam ———
ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh
empat juta delapan ribu sembilan ratus Rupiah].

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana - - —
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ———-

dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada
'—_-_____-_-*
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orang lain untuk memohon persetujuan atas ——————
perubahan anggaran dasar ini dari pihak yang i
berwenang dan menyatakan serta menyusun
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya
dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas -
perubahan Anggaran Dasar itu bergantung pada
perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya
itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap
dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, 3
membuat, minta dibuatkan sgerta menandatangani
semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya
melakukan segala tindakan yang dianggap balk dan
berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang
digebutkan di atas. e —————— -

Penghadap saya, Notaris, Kenal.

4
-

_______ DEMIEKTANLAH AKTA INI
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di —————

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam
kepala akta ini dengan dihadiri cleh:-

1. HNyonya ERNILA ERFA,

2 Nona HAWILA WINONA LAKUSA,

—


Zanetta.Prasetya
Rectangle

Zanetta.Prasetya
Rectangle

Zanetta.Prasetya
Rectangle


- keduanya saya, Notaris kenal, sebagal saksi. ———
Setelah akta ini1 saya, Notaris, bacakan kepada

penghadap dan saksl-saksi, akta ini S

ditandatangani ol

ih

h penghadap, saksi-saxksl dan

f

| saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena

satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan

Sempurna.

—

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

—

Selatan,
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